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ABSTRAK

MAWARNI HARIS. 1605170193. Analisis Good Corporate Governance Dalam
Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero). Skripsi
2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dibidang jasa kepelabuhanan. Good Corporate Governance merupakan tata kelola
perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan
gambaran tentang Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) yang kinerja keuangannya diukur dengan
Cash Ratio (Rasio Kas), Current Ratio (Rasio Lancar), Return On Investment (ROI), Return
On Equity (ROE), Collection Periods (CP), Perputaran Persediaan (PP), Total Asset Turn
Over (TATO), dan Total Modal Sendiri (TMS terhadap TA) serta dibandingkan dengan
standar kinerja keuangan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa dokumen sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dan teknik analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu metode analisis dengan terlebih dahulu
mengumpulkan data, mengklasifikasikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang
jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis
menyimpulkan bahwa skor Good Corporate Governance yang meningkat belum mampu
meningkatkan kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero). Dilihat hasil dari
perhitungan Return On Investment (ROI), Total Asset Turn Over (TATO), Total Modal
Sendiri (TMS terhadap TA) yang mengalami penurunan dari skor yang dicapai masih
dibawah standar BUMN.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Cash Ratio (Rasio Kas), Current Ratio (Rasio
Lancar), Return On Investment (ROI), Return On Equity (ROE), Collection Periods (CP),
Perputaran Persediaan (PP), Total Asset Turn Over (TATO), dan Total Modal Sendiri (TMS
terhadap TA).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan untuk mendapatkan
keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham
dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan Kinerja
perusahaan. Kinerja perusahaan dapat meningkat jika perusahaan mampu
menjalankan usahanya dengan baik dan terus menerus beroperasi dengan
mencapai laba yang ditargetkan. Baiknya kinerja perusahaan mampu membuat
nilai perusahaan menjadi tinggi sehingga akan meningkatkan kepercayaan pasar
terhadap kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa mendatang.
Meningkatnya nilai perusahaan merupakan suatu prestasi yang semua perusahaan
inginkan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para
pemilik juga akan meningkat. Namun kinerja keuangan yang baik bergantung
kepada pihak manager perusahaan yang baik pula, jika manajer perusahaan
melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan
mengabaikan kepentingan investor maka akan menyebabkan jatuhnya harapan
para investor tentang pengembalian (return) atas invesatasi yang telah mereka
tanamkan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap
berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Almilia dan
Sifa, 2006). Kinerja keuangan sangat bergantung kepada bagaimana manajemen
mengelola keuangan dan melaksanakan aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena
itu, pihak manajemen dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan dan

profesionalismenya. Hal ini bertujuan agar manajemen perusahaan mampu



mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Untuk menghindari kecurangan atau perilaku
mementingkan kepentingan sendiri yang mungkin akan dilakukan pihak
manajemen perusahaan maka di terapkan Good Corporate Governance.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang
menjelaskan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah
kinerja perusahaan. Isu mengenai Corporate Governance mulai mengemuka,
khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang
berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di
Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya Corporate Governance yang
diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu baik pemerintah
maupuan investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam

praktek Corporate Governance.

Bank Dunia (World Bank) Mendefinisikan Good Corporate Governance
(GCG) sebagai kumpulan, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi,
yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara
efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan
bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan
(Effendi, 2009 : 1)

Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat
melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropisasi yang dilakukan oleh para
manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme
legal. Ekspropisasi merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk
kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Pendekatan legal dari

Corporate Governancememiliki arti bahwa mekanisme kunci dari Corporate



Governance adalah proteksi investor eksternal, baik pemegang saham maupun
direktur, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan
pelaksanaanya. Meskipun reputasi dan gagasan-gagasan yang fimiliki oleh para
manajer dapat membantu dalam meraih dana, variasi dalam hukum dan
pelaksanaannya merupakan hal utama dalam memahami mengapa perusahaan-
perusahaan dalam beberapa negara lebih mudah mendapatkan dana dibandingkan
perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Agoes (2011:101) mendefinisikan Good Corporate Governance GCG)
adalah Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris
peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola
perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapainya dan penilaian kinerjanya.

Menurut Cadbury seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2011) Good
Corporate Governance “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar
tercapai kesinambungan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”.

Riset The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) (2002)
menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan Corporate Governance
adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi
Corporate Governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika
kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan dan implementasi Corporate
Governance berhubungan dngan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang
mempraktikkan Corporate Governance, akan mengalami perbaikan citra dan

peningkatan nilai perusahaan.



Menurut pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan
pengukuran atas kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang
dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun dalam bentuk 2 penilaian (Assesment)
atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (Review) atas tindak lanjut rekomendasi
perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan
evaluasi adalah BUMN itu sendiri (Penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan
penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk
oleh dewan komisaris.

Komite Nasional Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa
perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab menerapkan
standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

Pada penelitian ini penulis menjadikan PT. Pelabuhan Indonesia |
(Persero) yang bertempat di JI. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan sebagai objek
penulis. PT. Pelindo I (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
56 Tahun 1991 dengan Akte Notaris Imas Fatimah SH No.1 tanggal 1 Desember
1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Rl dalam Tambahan
Berita Negara R1 2 Januari 1999 No.1. PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) adalah
salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa
kepelabuhan di Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) beroperasi di 16
Cabang pelabuhan yang terdiri dari 4 Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. PT. Pelindo | (Persero) mempunyai
Visi menjadi Gerbang Utama Indonesia ke jaringan Logistik Global dengan Misi
Menyediakan Jasa Kepelabuhan & Maritim yang Handal & Terintegrasi dengan

Kawasan Industri untuk Mendukung Jaringan Logistik Indonesia & Global



dengan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Selat Malaka. Dalam menjalankan
aktivitas operasionalnya memerlukan dana yang cukup banyak sehingga
memerlukan pelaporan yang akurat. Tentunya sangat penting bagi perusahaan
untuk melakukan pencatatan dan menganalisis laporan keuangan untuk menilai
kinerja keuangan. Sehingga nantinya pihak manajerial akan dapat mengambil
suatu keputusan dan diharapkan dapat terwujudnya kinerja keuangan yang baik
dan sehat dan hal itu bisa dicapai dengan menerapkan Good Corporate
Governance.

Skor GCG dan Kinerja Keuangan PT. Pelindo | (Persero) dapat dilihat di
tabel berikut :

Tabel 1.1
Skor GCG dan Kinerja Keuangan

PT. Pelindo | (Persero)

Keterangan | 2014 2015 2016 2017 2018 | Standar

BUMN
Good Corporate Governance
Skor GCG [90,37% | 93,31% | 94,16% | 94,19% | 94,23% | 100%
Kinerja Keuangan

Rasio Kas [175,11% | 183,33% | 175,02% | 132,74% | 145,59% | >35%

Rasio 207% 208% 203% 159% 164% >125%

Lancar

ROE 1552% | 17,53% | 18,44% | 19,24% | 17,04% >15%

ROI 8,64% 10,68% | 12,08% | 12,75% | 10,04% >18%




PP 2,09 hari | 2,30 hari | 3,01 hari | 3,30 hari | 3,05 hari | <60 hari
CP 19,97 19,75 18,60 |[7,76 hari | 23,05 | <60 hari
hari hari hari hari
TMS 54,53% | 60,93% | 65,52% | 66,28% | 58,91% | 30% sd
40%
TATO 37,20% | 41,35% | 43,15% | 42,62% | 32,99% >120%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Good Corporate Governance
(GCG) PT. Pelindo | (Persero) setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi
kinerja keuangan seperti Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI),
Total Modal Sendiri (TMS), Collection Periods (CP), Inventory Turn Over (PP),
dan Total Aset Turn Over (TATO) rasionya menurun, khususnya ROI, Collection
Periods (CP), Perputaran Persediaan (PP), Total Asset Turn Over (TATO) yang
skornya belum sesuai dengan ketetapan skor BUMN No : KEP-100/MBU/2002
yang telah ditentukan standarnya.

Menurut Dani & Hassan (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi Kinerja keuangan antara lain Good Corporate Governance karena
dasar Good Corporate Governance pada dasarnya memiliki tujuan memberikan
kemajuan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin baik Corporate
Governance yang dimiliki perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja
dari suatu perusahaan tersebut.

BUMN wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman

pada Peraturan Menteri dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku



serta Anggaran Dasar BUMN. Penilaian mengenai kinerja BUMN berdasarkan
Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yaitu terdiri dari
aspek keuangan yang meliputi ROE, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, Perputaran
Persediaan (PP), Collection periods (CP), TATO, dan Total modal sendiri (TMS),
aspek operasional dan aspek administrasi.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh
Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti Like
Monisa Wati (2012) menunjukkan bahwa praktek Good Corporate Governance
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Return On Equity dan Net
Profit Margin) pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk daftar peringkat
oleh The Indonesia Institude For Corporate Governance sedangkan menurut
Gabriela (2013) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara
variabel independen Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan yang

diukur dengan ROA namun berpengaruh signifikan jika diukur dengan ROE.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
mengambil judul “Analisis Good Corporate Governance (GCG) dalam

Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

2
.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis

dapat mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Skor Good Corporate Governance pada PT. Pelindo I mengalami
peningkatan setiap tahun, tetapi Kkinerja keuangan yang diukur
menggunakan rasio keuangan ROI, ROE, PP, TATO dan TMS menurun.

2. Untuk Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over (TATO)
setiap tahunnya tidak sampai pada skor ketetapan standar BUMN No.
KEP/100/MBU/2002.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan
disetiap tahunnya tetapi Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio
keuangan menurun ?

2. Bagaimana Good Corporate Governance dalam meningkatkan Kinerja
Keuangan PT. Pelindo | (Persero) ?

3. Apa penyebab Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over
(TATO) tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No.

100/MBU/2002 ?



D. Tujuan dan Manfaat

Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mengapa skor Good Corporate Governance yang
setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan kinerja keuangan
yang diukur dengan rasio keuangan mengalami penurunan.

2. Untuk menganalisis Good Corporate Governance dalam meningkatkan
kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada
PT. Pelindo | (Persero) .

3. Untuk mengetahui penyebab Return On Investment (ROI) dan Total
Asset Turn Over (TATO) tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN
No. 100/MBU/2002.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dpat menambah
wawasan penulis tentang penerapan Good Corporate Governance dalam
meningkatkan kinerja keuangan

2. Manfaat Bagi Perusahaan
Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dalam

penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat digunakan sebagai
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bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan keputusan dimasa

mendatang.

. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak yang
membutuhkan dan ingin mengembangkan penelitian ini dalam taraf yang

lebih lanjut dengan penelitian yang sama.



BAB 11

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1.

Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan pada tanggal 28
Juni 1989 bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah Prestasi
yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencermikan
tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Menurut Rudianto (2013:189) Kinerja keuangan adalah hasil atau
prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola
aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan
sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi
tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah
dilaksanakan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1Al,2007), Kinerja keuangan
adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan
sumber daya yang dimiliki.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012:2) Kinerja keuangan adalah
gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai

berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan

11
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merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan
telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja
keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan
yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat
diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan
yang mencerminkan  prestasi kerja dalam  periode tertentu
(Dwiermayanti,2009). Melalui analisis laporan keuangan, keadaan dan
perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai
perusahaan dapat diketahui, baik di waktu lampau maupun diwaktu yang
sedang berjalan.

b. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan sangat populer dalam diskusi manajemen sehari-hari,
terutama rasio tentang profitabilitas. Istilah rentabilitas lebih sering
digunakan pemerintah dalam mengukur kesehatan BUMN dengan
pengertian yang sama dengan profitabilitas. Profitabilitas memang menjadi
tolak ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan usaha yang
dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu jenis rasio ini sangat sering
ditemui dalam pembicaraan sehari-hari.

Menurut Kasmir (2012 : 104), Rasio keuangan merupakan kegiatan
membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan

cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat
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dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang berada dalam satu
laporan keuangan.

Analisis rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua
angka akuntansi dan diperolen dengan membagi satu angka lainnya.
Analisis rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi
keuangan dan Kinerja perusahaan, menilai kinerja keuangan manajemen
dalam satu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan
serta dapat menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan
seumber daya perusahaan secara efektif.

c. Jenis Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan perusahaan dengan
menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio
keuangan, yaitu :

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas atau sering disebut juga dengan nama rasio modal
kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
likuidnya perusahaan (Kasmir, 2012 : 130). Perusahaan yang likuid
adalah perusahaan yang mampu memenuhi semua kewajibannya yang
jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam
melunasi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar Kkreditor
tepat waktu atau membayar gaji tepat pada waktunya.

Rasio likuiditas mempunyai beberapa jenis, yaitu :
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Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
Rasio ini  menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi
perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Semakin
besar Rasio kas, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas
perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya.

Rasio Lancar (Current Ratio)

Menurut Kasmir (2014:134) Rasio lancar atau (current ratio)
merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh
tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain,
seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar
dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat
keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Menurut Kasmir
(2013:135) Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa
perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila
hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu dianggap baik. Hal ini
dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.
Rasio Cepat (Quick Ratio)

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:75). Rasio

cepat adalah perbandingan antara aktiva lancar yang dikurangi
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persediaan dengan utang lancarnya. Pada rasio ini jumlah
inventory atau persediaan sebagai salah satu komponen dari aktiva
lancar yang perlu dikeluarkan, sebab persediaan adalah komponen
dari aktiva lancar yang paling tidak likuid, kemudian dengan
quick ratio yaitu dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang
lebih lancar.
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
atau membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar
tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory).
Rasio Profitabilitas
Menurut Kasmir (2014:115) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini
juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari
penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio
ini menunjukkan efisiensi perusahaan.
Rasio profitablitas mempunyai beberapa jenis dalam
penggunaannya. Diantaranya :
a. Return On Investment (ROI)
Return On Investment merupakan perbandingan antara laba bersih
setelah pajak dengan total aktiva (Syamsuddin,2011). Semakin
tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return

On Investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar
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laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilali aktiva
(Harahap 2013:63)

Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah
pajak dengan modal sendiri kasmir (2015:204). Rasio ini
menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi
berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi
rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin
kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas
(return on equity), yang merupakan laba bersih bagi pemegang
saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham.

Gross Profit Margin

Gross Profit Margin (Margin laba kotor) merupakan rasio yang
mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya
produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk
berproduksi secara efisien. Gross Profit Margin merupakan
presentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar
gross profit margin semakin baik keaadan operasi perusahaan,
karena hal ini menunjukkan bahwa harga pook penjualan relatif
lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula
sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin kurang

baik operasi perusahaan (Syamsuddin,2009:61)
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d. Net Profit Margin
Menurut Hery (2015:235) mengemukakan bahwa “Net profit
margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
besarnya persentasi laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini
dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih.
Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. Semakin tinggi
nilai net profit margin maka menunjukan semakin baik (Werner
R.Muhardi 2013:64)

e. Earning Per Share (EPS)
Menurut Kasmir (2013:207) Rasio laba per lembar saham
(Earning per share) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan
rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai
keuntungan bagi pemegang saham. Earning Per Share (EPS)
adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para
pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki Irham
(Fahmi 2012:96).

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau Leverage Ratio merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai

dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar (Periansya 2015:39).

Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur
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kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.

Rasio solvabilitas mempunya beberapa jenis dalam penggunaannya,

diantaranya :

a.

Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2016:157) “Debt to Equity Ratio merupakan
rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.” Rasio
ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan
peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan atau untuk
mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk
jaminan uang. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara
seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Bagi
bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak
menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang
ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan.
Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin
baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat
pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas
pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan
terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum

tentang kelayakan dan resiko keuangan perusahaan.
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b. Total Modal Sendiri (TMS)
Menurut Rangkuti (2011) total modal sendiri merupakan seluruh
komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana
yang belum ditetapkan statusnya dibagi total aset yang dikurangi
dengan dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir
tahun buku yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat rasio, maka
semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk
membiayai aktiva perusahaan.

c. Debtto Total Assets Ratio (Debt ratio)
Debt to Total Assets Ratio menurut Kasmir (2015:156) merupakan
rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara
total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar
aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2016: 172) Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan

rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam

menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio

ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas)

pemanfaatan sumber daya perusahaan.

Beberapa jenis rasio aktivitas, diantaranya :

a. Perputaran Piutang (Collection Periods)
Perputaran Piutang (Collection Periods) menurut Kasmir (2016:

176) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 15 berapa
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lama penagihan piutang selama satu periode atau berap kali dana
yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.
Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang
ditanamkan dalam piutang semakin rendah (dibandingkan dengan
rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan
semakin baik.

Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) Menurut Kasmir (2016:
180) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa
kali dana yang ditanam dalam sediaan (Inventory) ini berputar
dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran
sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah
barang sediaan diganti dalam satu tahun.

Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover)

Menurut Kasmir (2016: 184) Fixed Assets Turn Over merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang
ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau
dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah
menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum.

Total Asset Turn Over (TATO)

Menurut Kasmir (2016: 185) Perputaran Total Aset (Total Assets
Turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur
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berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.
Semakin tinggi rasio ini berarti semakin refektif proporsi aktiva
tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang
mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup
penting diperhatikan. Namun pada beberapa industri yang lain
seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang
kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan
d. Jenis Analisis Rasio Keuangan BUMN
Untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN
dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan
beberapa rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, yaitu :
1. Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas atau sering disebut juga dengan nama rasio modal
kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
likuidnya perusahaan (Kasmir, 2012 : 130). Perusahaan yang likuid
adalah perusahaan yang mampu memenuhi semua kewajibannya yang
jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam
melunasi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar Kkreditor
tepat waktu atau membayar gaji tepat pada waktunya.
Rasio likuiditas yang digunakan bagi perusahaan BUMN berdasarkan
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-

100/MBU/2002, yaitu :
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a. Rasio Kas (Cash Ratio)
Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
Rasio ini  menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi
perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Semakin
besar Rasio kas, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas
perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya.
b. Rasio Lancar (Current Ratio)
Menurut Kasmir (2014:134) Rasio lancar atau (current ratio)
merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh
tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain,
seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar
dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat
keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Menurut Kasmir
(2013:135) Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa
perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila
hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu dianggap baik. Hal ini
dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.
2. Rasio Profitabilitas
Menurut Kasmir (2014:115) rasio profitabilitas merupakan

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
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keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa

penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Rasio profitablitas yang digunakan bagi perusahaan BUMN

berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :

KEP-100/MBU/2002, yaitu :

a.

Return On Investment (ROI)

Return On Investment merupakan perbandingan antara laba bersih
setelah pajak dengan total aktiva (Syamsuddin,2011). Semakin
tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return
On Investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar
laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilali aktiva
(Harahap 2013:63)

Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah
pajak dengan modal sendiri kasmir (2015:204). Rasio ini
menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi
berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi
rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin
kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas
(return on equity), yang merupakan laba bersih bagi pemegang

saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham.
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3. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas atau Leverage Ratio merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai
dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar (Periansya 2015:39).
Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.
Rasio solvabilitas yang digunakan bagi perusahaan BUMN
berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :
KEP-100/MBU/2002, yaitu :
a. Total Modal Sendiri (TMS)
Menurut Rangkuti (2011) total modal sendiri merupakan seluruh
komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana
yang belum ditetapkan statusnya dibagi total aset yang dikurangi
dengan dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir
tahun buku yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat rasio, maka
semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk
membiayai aktiva perusahaan.
4. Rasio Aktivitas
Menurut Kasmir (2016: 172) Rasio aktivitas (activity ratio)
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas

perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat
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pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi

(efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan.

Rasio aktivitas yang digunakan bagi perusahaan BUMN berdasarkan

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-

100/MBU/2002, yaitu :

a.

Perputaran Piutang (Collection Periods)

Perputaran Piutang (Collection Periods) menurut Kasmir (2016:
176) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 15 berapa
lama penagihan piutang selama satu periode atau berap kali dana
yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode.
Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang
ditanamkan dalam piutang semakin rendah (dibandingkan dengan
rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan
semakin baik.

Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) Menurut Kasmir (2016:
180) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa
kali dana yang ditanam dalam sediaan (Inventory) ini berputar
dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran
sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah

barang sediaan diganti dalam satu tahun.
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c. Total Asset Turn Over (TATO)
Menurut Kasmir (2016: 185) Perputaran Total Aset (Total Assets
Turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur
berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.
Semakin tinggi rasio ini berarti semakin refektif proporsi aktiva
tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang
mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup
penting diperhatikan. Namun pada beberapa industri yang lain
seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang
kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan.
2. Good Corporate Governance
a. Pengertian Good Corporate Governance

Kata governance berasal dari bahasa prancis kuno yaitu gouvernance yang
berarti pengendalian (kontrol) atau regulasi dan dapat dikatakan sebagai suatu
keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali.

Menurut Cadbury Commitee of United Kingdom (1922) ” Seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para
pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
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Dalam buku Prof. Niki Lukviarman (2016:17) ”Corporate Governance
merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan
antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas
utama perusahaan pemerintah adalah untuk mencapai efisiensi dalam
penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan yang akuntabilitas
dalam penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini untuk menyamakan
kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat”.

Definisi GCG menurut Surat Keputusan Menteri BUMN pasal 1 Nomor :
KEP-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 adalah suatu proses atau struktur
yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sehubungan dengan tidak berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN
tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan GCG, vyaitu
Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal
31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara
karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi
Good Corporate Governance berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari
suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan

perundang-undangan dan etika berusaha.
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Good Corporate Governance merupakan masalah yang tidak akan berakhir
dan terus menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuat
kebijakan, dan lain sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat
seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis.
Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai
alat kontrol dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

Isu mengenai corporate governance telah mengemuka khususnya di
Indonesia setelah Indonesia mengalami masa kritis yang berkepanjangan sejak
Tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di
Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya Corporate Governance yang
diterapkan dalam perusahaan diperhatikan yang cukup signifikan dalam
praktek Corporate Governance. Corporate Covernance biasanya mengacu
pada sekumpulan mekanisme yang mengacu pada sekumpulan mekanisme
yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada
pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini
terletak pada fungsi dari Dewan Direksi, Pemegang Saham Institusional, dan
Pengendalian dari Mekanisme Pasar. Good Corporate Governance dapat
meningkatkan Kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik (I Nyoman Tjager, 2003:208).

b. Teori Good Corporate Governance
1) Agency Theory (Teori Keagenan)
Teori Keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent)
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untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan
wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan
Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Terjadinya konflik
kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen
bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu
biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara
moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan
memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Eisenhardt (dikutip
oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga asumsi sifat
dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1)
manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2)
manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari
resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut
manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak
berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan
pribadinya. Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh,
2008), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang
terdiri dari:

a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya

pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi

perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
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b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya
yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak
bertindak yang merugikan prinsipal.

c. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal
maupun agen karena adanya hubungan agensi. Adanya
ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya
kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya
asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi
kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba
sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai Kinerja
ekonomi perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan
pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk
memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan
menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate
governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para
investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi
mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau
menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan
berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.

2) Stakeholders Theory (Teori Stakeholders)
Pengertian Stakeholders atau para pemangku kepentingan

menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
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01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara adalah
pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (BUMN) karena
mempunyai  hubungan hukum dengan perusahaan (BUMN).
Perusahaan tidak hanya memandang bahwa Stakeholders adalah
investor dan kreditor saja, melainkan antara lain Pemerintah,
Pelanggan, Pemasok, Karyawan (tenaga kerja), Masyarakat dan
Lingkungan.

Pemerintah dapat dikatakan sebagai stakeholders bagi
perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen
sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu perusahaan tidak bisa
mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis
(Sarwako,2003).

3) Stewardship Theory (Teori Kepengurusan)

Teori Kepengurusan didasarkan pada manajer yang memiliki
perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak
bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau
berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu
bersedia untuk melayani. Pada teori kepengurusan terdapat suatu
pilihan antara perilaku Self Serving dan Pro-Organisasional, perilaku
manajer tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah
bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal

dimana para manajer berada. Manajer akan menggantukan atau



32

mengalihkan Self Serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga
meskipun kepentingan antara manajer dan prinsipal tidak sama,
manajer tetap akan menjunjung hasil nilai kebersamaan. Sebab
manajer berpedoman bahwa utilitas yang lebih besar pada perilaku
kooperatif dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang

diterima.

c. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut buku pedoman GCG pada PTSB (2013;2), dalam tata kelola

perusahaan yang baik seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan akan selalu

dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1)

2)

Transparancy (keterbukaan) : yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses  pengambilan  keputusan dan  keterbukaan  dalam
mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan
tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang
mempunyai keterkaitan dengan perusahaan, seperti pemegang saham,
Bapepam, Bursa Efek, pegawai, pelanggan, pemasok dan
stakeholders lainnya, mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan
keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan
perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan
terhadap jalannyaperusahaan.

Accountability (akuntabilitas) : yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga
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pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas
menciptakan  pengawasan efektif yang mendasarkan pada
keseimbangan hak dan tanggungjawab antara pemegang saham,
dewan komisaris dan direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi
mekanisme sistem internal checks and balances yang mencangkup
praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggungjawab dalam kegiatan
operasional sehari-hari dan dewan komisaris mewakili pemegang
saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya perusahaan.
Responsibility  (tanggungjawab) : vyaitu kesesuaian didalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan
memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak
stakeholders, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran
dari praktik bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya
bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara
langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Independency (Kemandirian) : vyaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan
dan intervensi 12 dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
perusahaan yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas-tugas

kepengurusan perusahaan dan dewan komisaris dalam melaksanakan
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peran pengawasan atas jalannya perusahaan bebas dari intervensi
pihak luar.

5) Fairness (Kewajaran) : vyaitu keadilan dan kesetaraan didalam
memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap
stakeholders tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan
perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran
terhadap hak mereka.

d. Unsur-unsur Good Coporate Governance
Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin
berfungsinya Good Corporate Governance salah satunya ialah unsur-
unsur Corporate Governance baik yang berasal dari dalam perusahaan
maupun dari luar perusahaan. (Sutedi,2012 :41) Unsur-unsur tersebut
adalah :
1) Corporate Governance-Internal Perusahaan
Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu
diperlukan di dalam perusahaan dinamakan Corporate
Governance-Internal ~ Perusahaan. Unsur-unsur dari dalam
perusahaan adalah :
a. Pemegang Saham
b. Direksi
c. Dewan Komisaris

d. Manajer
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Karyawan/Serikat Pekerja

Komite Audit

2) Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :

o

g.

Kecukupan UU dan Perangkat Hukum

Investor

Institusi Penyedia Informasi

Akuntan Publik

Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongn
Pemberi Pinjaman

Lembaga yang mengesahkan legalitas

e. Tujuan Good Corporate Governance

Corporate Governance yang baik diakui membantu mengebalkan

perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam

banyak hal GCG yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja

korporat. Dalam keputusan BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002

disebutkan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab,

dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik

secara nasional maupun internasional

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan

dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan

kemandirian Organ
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Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN
terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar
BUMN

Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
Meningkatkan iklim investasi nasional.

Mensukseskan Program Partisivasi

f. Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance di perusahaan memiliki

peranan yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan

positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintahan

maupun masyarakat umum. Menurut Agoes (2009:106) manfaat

penerapan Good Corporate Govenance, antara lain :

1.

2.

Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah.
Memberikan keputusan yang lebih baik dalam

meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.

Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para
pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
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Sedangkan Menurut Indonesia Institute for Corporate
Governance (11CG) (2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh
perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut :
Meminimalkan agency cost
Meminimalkan cost capital
Meningkatkan nilai saham perusahaan

Mengangkat citra perusahaan

g. Faktor-faktor Keberhasilan Good Corporate Governance

Menurut KNG (2009), Keberhasilan pelaksanaan GCG pada

Perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1.

Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik
untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan
berkelanjutan.

Penciptaan sistem pelaksanaan GCG disemua lapisan melakukan
deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan
berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada
dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem
pelaksanaan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan
yang mengacu pada pedoman perilaku (Code of Conduct).

Dukungan dari pihak Stakeholders.
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6. Evaluasi pelaksanaan GCG vyang dilakukan berkala oleh
perusahaan sendiri maupun yang mengacu dengan pihak
kompeten dan independen.

h. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance
Dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara,

Mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG.

Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Penilaian (Assesment)

Penilaian (Assesment) adalah program untuk mengidentifikasikan

implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan

penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2

tahun.  Sebelum  melakukan  penilaian  didahului  dengan

mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN. Penilaian
dilakukan oleh penilai (Assesor) independen yang ditunjuk oleh

Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi

pemerintahan yang berkompeten dibidang GCG, yang ditunjuk. Secara

singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam kerangka penialain GCG :
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1) Hak Pemegang Saham (bobot 20%0)

2)

Dalam hak-hak pemegang saham, antara laun kita dapat

memberikan evaluasi, apakah perusahaan telah :

a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai

dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas;

. Menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan

mengenai Rapat Tahunan Pemegang Saham sekurang-

kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan;

. Mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan

memanfaatkan hak suara mereka;

. Memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang

saham untuk menyampaikan pertanyaan di RUPS, dll.

Kebijakan GCG (bobot 15%)

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri

apakah perusahaan telah :

a. Memiliki aturan tertulis tentang GCG dimana dijelaskan hak-

hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan

Direksi dan Dewan Komisaris;

b. Menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan

perusahaan mengenai investor publik;
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Membentuk sebuah organ yang bertanggungjawab (misalnya
Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan
mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan;

Memiliki aturan perilaku/etika bagi karyawan secara tertulis;
Menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan

perilaku/etika tersebut; dll

Praktik GCG (bobot 30%0)

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di

dalam perusahaan :

a.

Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur

dengan Dewan Komisaris;

Ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi
petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk
melaksanakan tugas dan fungsi mereka;

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan
atau mempunyai latar belakang yang tepat, Yyang
memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka;
Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak

terlibat konflik kepentingan;

Ada sistem penialain kinerja Dewan Direksi maupun Dewan

Komisaris; dll
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4) Pengungkapan (bobot 20%0)
Dalam seksi ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah :
a. Menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham
dan analis keuangan;
b. Memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha;
c. Mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan
Dewan Komisaris yang benar;
d. Mengungkapkan transaksi pihak terkait;
e. Menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis
melalui internet; dll
5) Audit (bobot 15%)
Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah :
a. Memiliki audit internal yang efektif;
b. Diaudit oleh akuntan publik yang independen;
c. Memiliki komite audit yang efektif;
d. Mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal,
audit eksternal dan komite audit; dll
Evaluasi (Review)
Evaluasi (Review) adalah program untuk menggambarkan tindak
lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN vyang dilakukan
pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi
terhadap hasil penialain dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan

evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (Self Assesment). Dalam
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pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilaian independen atau

Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan

Sekretaris Kementrian BUMN. Hasil evaluasi dilaporkan kepada

RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak mendapatkan

referensi dari beberapa peniliti terdahulu berikut ini :

Tabel 11.1

Penelitian Terdahulu

No.

Peneliti

Hasil Penelitian

Triana Nugrahanti (2015)
“Analisis Rasio Keuangan untuk

menilai kinerja keuangan

BUMN pada PT. Adhi Karya

(Persero) Thk”.

Kinerja keuangan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbhk sudah
berjalan dengan baik. Dilihat dari delapan rasio yang telah
dinilai berdasarkan dengan surat keputusan BUMN Nomor:

KEP-100/MBU/2002.

M. Finsa Bagus Prastantio  dan

M.G. Wi Endang N.P (2015)

“Analisis Good Corporate

Governance Untuk

Meningkatkan Kinerja

Perusahaan (Studi Pada PT.

PT Pelabuhan Indonesia Il (Persero) Cabang Palembang telah
menerapkanketerbukaandenganbaik.Perusahaan
menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat
diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya. Akuntabilitas pada PT

Pelabuhan Indonesia Il (Persero) Cabang Palembang
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Pelabuhan Indonesia Il (Persero)

Cabang Palembang)”

diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang
mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai
dengan job description nya. Tanggung jawab atas laporan
Keuangan PT pelabuhan Indonesia | (Persero) Cabang
Palembang diterapkan dengan memastikan bahwa informasi
yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan
Laporan Keuangan. Dalam usaha menghindari pengaruh atau
tekanan serta benturan kepentingan dari pihak lainnya yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat, PT Pelindo Il telah
membuat sistem pengendalian internal yang memantau setiap

proses yang terjadi didalam perusahaan.

Inggrid Puspa (2014)

“Analisa Corporate Governance
dalam meningkatkan Kinerja
Keuangan Perusahaan BUMN
Sektor Perbankan yang Terdaftar

di BEI”.

Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan

kinerja keuangan perusahaan.

Danang Febriyanto (2013)

“Analisis  Penerapan Good

Corporate Governance (GCG)

Terhadap Kinerja Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel dewan
komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja perusahaan, (2) variabel dewan direksi

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
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(Studi Empiris Perusahaan yang

Terdaftar diBursa Efek

Indonesia Tahun 2008-2012).”

perusahaan, (3) variabel kepemilikan manajerial memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Andrea Widianti Maris (2012)
“Implementasi GCG dan Kinerja
Growth dan Leverage sebagai

Variabel Intervening.”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GCG
berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan yang diukur
oleh EVA. Namun dengan intervening Growth dan leverage,
implementasi GCG tidak berpengaruh pada kinerja
perusahaan. Implementasi GCG tidak berpengaruh pada
growth dan growth tidak berpengaruh pada kinerja
perusahaan. Meskipun implementasi GCG berpengaruh pada
leverage perusahaan, tetapi leverage tidak berpengaruh pada
kinerja perusahaan. Dengan kata lain, growth dan leverage
bukan merupakan intervening yang baik dalam pengaruh

GCG pada kinerja perusahaan.

Anton (2012)

“Analisis Good

Corporate
Governance Terhadap  Kinerja

Keuangan Perusahaan.”

Hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang
positif signifikan dari penerapan good corporate terhadap
EVA Momentum sebagai alat ukur Kinerja perusahaan, dan
juga menunjukkan bahwa penerapan GCG secara langsung
dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai
investor, imbal hasil investasi yang tinggi dan berkelanjutan

merupakan salah satu tujuan investasi.




45

B. Kerangka Berpikir

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antar
kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan
eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan
peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Good Corporate Governance dapat mengurangi resiko yang mungkin akan
dilakukan olen Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan berbagai keputusan
yang mementingkan kepentingan pribadi. Penerapan prinsip Good Corporate
Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya
pada sebuah perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang

menghubungkan Corporate Governance dengan Kinerja Keuangan.

Kinerja Keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk
mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan
diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini GCG diukur berdasarkan kinerja keuangan yang diukur
dengan menggunakan skor ketetapan dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002 yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Good Corporate Governance

Laporan Keuangan

Rasio Keuangan Menurut Standar
BUMN No: KEP-100/MBU/2002
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Rasio Likuiditas

1. Rasio Kas
2. Rasio Lancar

Rasio

Profitabilitas

1. ROI
2. ROE

Rasio
Solvabilitas

1. TMS

Rasio Aktivitas

1.CP
2. PP
3. TATO

Kinerja Keuangan

Gambar I1.1 Kerangka Berpikir




BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif,
dimana data dikumpulkan, kemudian disusun, dan diklasifikasikan. Pendekatan ini
bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, serta hubungan
antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis
ingin mengetahui gambaran tentang Good Corporate Governance dalam

meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian
variabel, sehingga dapat diamati dan diukur. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan variabel independen Good Corporate Governance serta variabel
dependen Kinerja Keuangan. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai
berikut :

1. Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengendalikan dan
mengarahkan perusahaan dengan tujuan adar menciptakan keseimbangan
atau kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin
kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders.

Pengukuran untuk tingkat Good Corporate Governance dilakukan dengan

47
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skor presentase Good Corporate Governance yang telah ditetapkan
Keputusan Sekretatis Kementrian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012.
2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil keuangan yang dicapai perusahaan
dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang diukur dengan
Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Aktivitas. Baik atau
tidaknya kondisi perusahaan tergantung pada kinerja keuangan yang ada di
perusahaan tersebut. Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang dapat
membayar kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjangnya serta
dapat mengolah persediaan dalam perusahaan tersebut dengan baik.
Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika sudah mencapai standar dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan perusahaan dapat mengukur keberhasilan laba,
sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan
perusahaan dengan mengandalkan sumberdaya yang ada. Kinerja keuangan
merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam
mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh

hasil pengelolaan yang lain.
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Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio sebagai berikut :

1. Cash Ratio

Cash Ratio

2. Current Ratio

CR

kas+bank+surat berharga jangka pendek
X 100%

Kewajiban Lancar

Aktiva Lancar

3. Return On Equity (ROE)

ROE

4. Return On Investment (ROI)

ROI

X 100%
Kewajiban Lancar
Laba Setelah Pajak
X 100%
Modal Sendiri
EBIT+Penyusutan
X 100%

Capital Employed

5. Collection Periods (CP)

CP=

Total Piutang usaha % 100%

6. Perputaran Persediaan

PP

7. TATO

TATO =

= Total Persediaan X 365%

Total Pendapatan Usaha

Total Pendapatan X 100%
Total Aktiva
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8. TMS
TMS = Modal Sendiri % 100%
Total Aktiva
C. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) yang
beralamat di JI. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411 Sumatera
Utara-Indonesia
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret
2020 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 111.1
Waktu Penelitian
2019 2020
No [ Jenis Kegiatan |NovembenrDesember| Januari | Februari | Maret
1 2 1 23] a4l 1|2 3] 41]2]3]4[1] 2] 3]4
1 [Pengajuan Judul
2 |Pencarian Data
2 [Penulisan Proposal
3 |Bimbingan Proposal
4 [Seminar Proposal
5 |Analisis Data
6 |Penulisan Skripsi
7 |Bimbingan Skripsi
8 |Sidang Meja Hijau
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D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat
verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Sedangkan data
kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung dengan menggunakan angka,
yang datanya diperoleh langsung dari perusahaan berupa dokumen laporan
keuangan yaitu Laporan laba rugi, Neraca dan Skor GCG PT. Pelabuhan
Indonesia | (Persero) Belawan dari Tahun 2013-2018

2. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh penulis adalah Data sekunder yang merupakan
data penelitian atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui
media perantara Data yang diperoleh umumnya melalui buku yang
dianggap menjadi referensi pendukung, berupa teori-teori dan informasi
yang berkaitan dengan penelitian yang berupa bukti, catatan, laporan yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang
tidak dipublikasikan, seperti Laporan laba rugi, Neraca, Skor GCG, sejarah

singkat perusahaan, struktur organisasi, dan job description.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar, Juliandi, dkk (2014, hal. 65) menyatakan bahwa “Teknik
pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang
relevan bagi penelitian.”

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang akan diolah, dianalisis,
dan diuji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Azuar, Juliandi, dkk
(2015, hal. 65) menyatakan bahwa “Data adalah bahan mentah yang perlu diolah
sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif
yang menunjukkan fakta.”

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yaitu
suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang
lengkap, dan bukan merupakan suatu perkiraan. Dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik perusahaan yang
berkaitan dengan aspek yang diteliti berupa laporan keuangan dari Tahun 2013

sampai dengan Tahun 2018.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul
untuk kemudian dapat memberikan interprestasi. Hasil pengolahan data ini digunakan
untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif yaitu suatu metode yang merumuskan dan melakukan pengumpulan,

penyusunan serta pengklasifikasian kemudian di analisis dan diinterprestasikan secara
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objektif tentang data laporan keuangan dengan tujuan memberikan gambaran yang

dihadapi perusahaan.
Adapun langkah — langkah yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu PT.
Pelabuhan Indonesia I (Persero).

2. Menganalisis skor GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

3. Menganalisis skor kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio ROE, ROI, TMS,
PP dan TATO.

4. Menganalisis penyebab GCG naik tetapi rasio keuangannya menurun.

5. Menganalisis GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan
Indonesia | (Persero) diukur berdasarkan perbandingan rasio keuangan selama
tahun pengamatan dengan rasio sesuai dengan Standar BUMN Nomor : KEP-
100/MBU/2002 yang telah dilakukan.

6. Menganalisis penyebab rasio keuangan yang diukur dengan mengggunakan ROI
dan TATO tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No. 100/MBU/2002.

7. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah penelitian.






BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang
digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan niai Pemegang Saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder
lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika
(Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002).

Berikut adalah Predikat Penilaian Skor Good Corporate Governance
berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor : SK-16/S-

MBU/2012 adalah sebagai berikut :
Tabel I1V.1

Penilaian Skor Indeks GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris

Kementrian BUMN No : SK-16/S-MBU/2012

Skor Penilaian Predikat
Nilai >85 Sangat Baik
75< Nilai <85 Baik
60< Nilai <75 Cukup Baik
50< Nilai<60 Kurang Baik
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Nilai<50 Sangat Kurang Baik
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Sumber : Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No : SK-16/S-MBU/2012

Berikut ini adalah Penilaian Good Corporate Governance yang

diperoleh dari PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) selama Tahun 2014-

2018 :

1. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2014

Tabel IV.2

Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2014

Capaian Tahun 2014

No Aspek Pengujian/Indikator/parameter Bobot -
Skor % Pencapaian
1 [Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara
. 7,00 6,772 98,70
berkelanjutan
2 |Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal 9,00| 8,914 99,04
3 |Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00( 32,430 90,93
4 |Direksi 35,00 34,140 97,56
5 [|Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 6,614 73,49
6 JAspek lainnya 5,00 1,500 30,00
Jumlah 100,00 90,37 90,37

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

Dari tabel diatas, skor Assessment CGC PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) yaitu 90,37 dengan Kriteria “sangat baik”. Peningkatan nilai skor

Assessment CGC merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) dalam menerapkan Implementasi GCG di seluruh sendi kegiatan

Perusahaan.
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2. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2015
Tabel 1V.3
Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2015
.. . Capaian Tahun 2015
No Aspek Pengujian/Indikator/parameter Bobot apafan "anun -
Skor % Pencapaian
1 [Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara
. 7,00 6,770 96,72
berkelanjutan
2 |Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal 9,00| 8,686 96,51
3 |Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00| 33,984 97,10
4 [Direksi 35,00| 34,524 98,64
5 [|Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 8,346 92,74
6 JAspek lainnya 5,00 1,00 20,00
Jumlah 100,00 93,31 93,31

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) meningkat dari 90,37 (Kriteria “Sangat Baik) di Tahun 2014

menjadi 93,31 (KTriteria “Sangat Baik™) di Tahun 2014. Peningkatan nilai skor

Penilaian GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) dalam menerapkan implementasi GCG di seluruh Kkegiatan

perusahaan.




3. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2016

Tabel IV .4
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Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2016

.. . Capaian Tahun 2016
No Aspek Pengujian/Indikator/parameter Bobot P -
Skor % Pencapaian
1 [Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara
. 7,00[ 6,69 95,61
perkelanjutan

2 [Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal 9,00[ 8,72 96,93
3 |Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00 34,58 98,80
4 |Direksi 35,00 34,57 98,77
5 [|Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 8,35 92,76
6 JAspek lainnya 5,00 1,25 25,00
Jumlah 100,00 94,16 94,16

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) meningkat dari 93,31(Kriteria “Sangat Baik™) di Tahun 2015 menjadi

94,16 (Kriteria “Sangat Baik™) di Tahun 2016. Peningkatan nilai skor Penilaian

GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) dalam

menerapkan GCG di seluruh kegiatan Perusahaan.




4. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2017

Tabel IV.5
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Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2017

Capaian Tahun 2017

No Aspek Pengujian/Indikator/parameter Bobot -
Skor % Pencapaian
1 [Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara
. 7,00 6,69 95,57
perkelanjutan
2 [Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal 9,00[ 8,74 97,11
3 |Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00 34,59 98,83
4 |Direksi 35,00 34,57 98,77
5 [|Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 8,35 92,77
6 JAspek lainnya 5,00 1,25 25,00
Jumlah 100,00| 94,19 94,19

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) meningkat dari 94,16 (Kriteria “Sangat Baik) di Tahun 2016

menjadi 94,19 (Kriteria “Sangat Baik™) di Tahun 2017. Peningkatan nilai skor

Penilaian GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) dalam menerapkan GCG di seluruh kegiatan Perusahaan.




5. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2018

Tabel IV.6
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Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2018

Capaian Tahun 2018

No Aspek Pengujian/Indikator/parameter Bobot -
Skor % Pencapaian
1 [Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara
. 7,00l 6,70 95,65
perkelanjutan
2 [Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal 9,00[ 8,74 97,11
3 [Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 35,00 34,61 98,87
4 [Direksi 35,00 34,58 98,8
5 [Pengungkapan Informasi dan Transparansi 9,00 8,36 92,89
6 |Aspek lainnya 5,00 1,25 25,00
Jumlah 100,00 94,23 94,23

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) Dari tabel

berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) meningkat

dari 94,19 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2017 menjadi 94,23

(Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2018. Peningkatan nilai skor Penilaian

GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) dalam menerapkan GCG di seluruh kegiatan Perusahaan.

2. Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan yang ada

pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) untuk menganalisis rasio

keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan tersebut

berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002

dengan menggunakan Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio

Solvabilitas yang terdiri dari Rasio Kas (Cash Ratio), Rasio Lancar

(Current Ratio), ROE (Return On Equity), ROI (Return On Investment),
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TATO (Total Asset Turn Over), PP (Perputaran Persediaan) dan TMS

(Total Modal Sendiri).

a. Rasio Kas (Cash Ratio)
Rasio kas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio
ini menunjukkn kemampuan perusahaan untuk membayar utang-

utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan.

Cash Ratio =  kas+bank+surat berharga jangka pendek
X 100%

Kewajiban Lancar

Daftar skor penilaian rasio kas (cash ratio) perusahaan PT.

Pelabuhan Indonesia | (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7

Daftar Skor Penilaian Rasio Kas

Cash Ratio = x Skor
(%) Infra Non Infra

x>=35 3 5
25 <=x<35 2,5 4
15 <=x<25 2 3
10<=x<15 1,5 2
5<=x<10 1 1
0<=x<5 0 0

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi
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1. Tahun 2014

Cash Ratio = 167.726.907.502 + 781.160.842.507 X 100%
541.875.387.726
Cash Ratio = 175,11 %

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan
untuk perhitungan rasio kas Tahun 2014 adalah 3.

2. Tahun 2015

Cash Ratio = 108.666.335.093 + 988.104.348.571
X 100%
598.264.595.744
Cash Ratio = 183,33%
Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan
untuk perhitungan rasio kas Tahun 2015 adalah 3.
3. Tahun 2016
Cash Ratio = 115.426.482.557 + 1.157.285.887.092 X 100%

727.173.225.024

Cash Ratio = 175,02%

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan rasio kas Tahun 2016 adalah 3.

4. Tahun 2017

Cash Ratio = 196.625.923.008 + 1.282.758.732
X 100%

1.114.460.837.571

Cash Ratio = 132,74 %
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Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan rasio kas Tahun 2017 adalah 3.

5. Tahun 2018

Cash Ratio =463.759.479.590 + 1.737.010.317.004
X 100%

1.511.586.760.001

Cash Ratio = 145,59 %

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan rasio kas Tahun 2018 adalah 3.

Tabel IV.8

Hasil Perhitungan Rasio Kas

Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Kas dan

Setara kas

167.726.907.502

108.666.335.093

115.426.482.557

196.625.923.008

463.759.479.590

surat berharga

781.160.842.507

988.104.348.571

1.157.285.887.092

1.282.758.517.732

1.737.010.317.004

Utang Lancar

541.875.387.726

598.264.595.744

727.173.225.024

1.114.460.837.571

1.511.586.760.001

Rasio Kas

175,11%

183,33%

175,02%

132,74%

145,59%

Skor

3

3

3

3

3

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kas perusahaan

PT. Pelabuhan Indoneisa I (Persero) mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa ketersediaan kas dan setara kas

ditahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dan ditahun 2016-2018

mengalami peningkatan. Sedangkan kewajiban lancar perusahaan setiap

tahunnya mengalami kenaikan.
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Pada tahun 2015, rasio kas perusahaan berada pada titik tertinggi
pada lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan perusahaan mengalami
penurunan kas dan setara kas. Persentase yang diperoleh dari perhitungan
rasio kas sebesar 183,33%. Pada tahhun 2016 perusahaan mengalami
penurunan Yyang signifikan dengan memperoleh persentase dari
perhitungan rasio kaas sebesar 183,33%. Pada tahun 2017 perusahaan
kembali mengalami penurunan dalam persentase dari perhitungan kas
yakni sebesar 132,74%. Dan pada tahun 2018 perusahaan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan dengan memperoleh persentase dari

perhitungan rasio kas sebesar 145,59%.

Tingkat likuid perusahaan ddapat dilihat dri rasio kasnya yang
digunakan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Penurunan atas kas perusahaan terjadi dikarenakan menurunnnya
keterdediaan yang kas yang dimiliki perusahaan dan juga meningkatnya

jumlah kewajiban lancar perusahaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio kas yang terjadi pada PT.
Pelabuhan Indonesia | (Persero) tahun 2014-2018 memperoleh hasil
persentase yang berada diatas standar yang telah ditetapkan oleh BUMN.
Hal ini tentu belum begitu baik bagi perusahaan, karena walaupun
perusahaan dinggap mampu untuk memenuhi utang jangka pendeknya,
tetapi dengan rasio kas yang terlal berlebih menunjukkan banyaknya dana
yang tertanam dalam kas sehingga kesempatan perusahaan untuk

memperoleh keuntungan tidak tercapai.
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b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang
segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata
lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio

lancar dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini :

Current Ratio = Aktiva Lancar X 100%

Kewajiban Lancar

Daftar skor penilaian rasio lancar (current ratio) perusahaan PT.

Pelabuhan Indonesia | (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.9

Daftar Skor Penilaian Rasio Lancar

Current Ratio = x (%) Skor
Infra Non Infra

125<=x 3 5
110<=<125 2,5 4
100<=x< 110 2 3
95< =x < 100 1,5 2
90<=x<95 1 1

Xx<90 0 0

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

1.125.589.415.358
541.875.387.726

Current Ratio

X 100%

Current Ratio 207,72 %



2)

3)

4)
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Berdasarkan tabel 4.9 maka skor yang diperoleh perusahaan
untuk perhitungan rasio lancar Tahun 2014 adalah 3.

Tahun 2015

Current Ratio 1.279.071.000.347 X 100%

598.264.595.744

Current Ratio 213,80%

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan rasio lancar Tahun 2015 adalah 3.

Tahun 2016

Current Ratio 1.478.307.670.217 X 100%

727.173.225.024

Current Ratio 203,30%

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan rasio lancar Tahun 2016 adalah 3.
Tahun 2017

1.766.673.446.375
1.114.460.837.571

Current Ratio

X 100%

Current Ratio 158,52%

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk

perhitungan rasio lancar Tahun 2017 adalah 3.



5) Tahun 2018

Current Ratio

Current Ratio

2.481.343.189.025

X 100%

1.511.586.760.001

164,15%

perhitungan rasio lancar Tahun 2018 adalah 3.

Tabel 1V.10

Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk

Hasil Perhitungan Rasio Lancar
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2014

2015

2016

2017

2018

Aset Lancar

1,125,589,415,358

1,279,071,000,347

1,478,307,670,217

1,766,673,446,375

2,481,343,189,025

Utang Lancar

541,875,387,726

598,264,595,744

727,173,225,024

1,114,460,837,571

1,511,586,760,001

Rasio Lancar

207.72%

213.80%

203.30%

158.52%

164.15%

Skor

3

3

3

3

3

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Medan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio lancar untuk Tahun

2014-2018 mengalami penurunan hanya di tahun 2015 mengalami

peningkatan. Pada Tahun 2013, perusahaan berada pada rasio lancar

213,80% yang merupakan persentase tertinggi pada lima tahun terakhir.

Peningkatan aset lancar dan rendahnya utang lancar yang terjadi pada

tahun 2015 menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasio lancar

perusahaan.

Pada tahun 2016 terjadi penurunan rasio lancar yakni perusahaan

hanya memperoleh persentase sebesar 203,30%. Pada tahun 2017

perusahaan mengalami penurunan rasio lancar yang sangat signifikan
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dalam persentase rasio lancarnya yakni sebesar 158,52%. Dan ditahun
2018 perusahaan juga mengalami kenaikan rasio lancar dalam persentase
yakni sebesar 164,15%. Walaupun demikian untuk rasio lancar pada lima
tahun terakhir perusahaan berada diatas standar yang telah ditetapkan
oleh BUMN.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio lancar yang terjadi pada PT.
Pelabuhan Indonesia | (Persero) berada diatas standar yang telah
ditetapkan oleh BUMN. Hal ini ndinilai baik tetapi dilihat juga dari hasil
persentase reasio lancar yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi
karena disebabkan rasio lancar yang rendah menunjukkan bahwa
perusahaan kurang baik dalam likuidasinya.

c. ROI (Return On Investment)

Analisis ROI (Return On Investment) menggambarkan kebaikan atas
kinerja operasi dan mengukur efisiensi dari penggunaan total aktiva
untuk menghasilkan profit. Rumus untuk menghitung ROl pada

perusahaan BUMN yakni sebagai berikut :

ROI = EBIT+Penyusutan
X 100%

Capital Employed

Daftar skor penilaian ROI dan perhitungan ROI (Return On
Investment) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) dapat

dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 1V.11

Daftar Skor Penilaian ROl

Skor
ROI (%) Infra Non Infra
18< ROI 10 15
15<ROI<=18 9 13,5
13<ROI<=15 8 12
12<ROI <=13 7 10,5
10.5<ROI<=12 6 9
9<ROI<=10.5 5 75
7<ROI<=9 4 6
5<ROI<=7 3,5 5
3<ROI<=5 3 4
1<ROI<=3 2,5 3
0<ROI<=1 2 2
ROI<0 0 1

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi
Rumus untuk mencari Capital Employed :
Capital Employed = Total Aktiva — Aktiva tetap dalam pelaksanaan
1) Tahun 2014
Capital Employed = 4.195.895.746.272 — 491.459.021.574
=3.704.436.724.698
2) Tahun 2015
Capital Employed = 4.584.314.518.299 — 487.124.267.205
=4.097.190.251.094
3) Tahun 2016
Capital Employed = 4.855.667.611.581 — 137.901.111.330

=4.717.766.500.251



4) Tahun 2017
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Capital Employed = 5.491.915.582.071 — 386.953.213.785

5) Tahun 2018

=5.104.962.368.286

Capital Employed = 7..301.351.301.259 — 801.083.610.858

=6.500.267.690.401

Tabel 1V.12

Hasil Perhitungan ROI

Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
EBIT 610,687,720,464 709,987,294,753 762,537,593,658 1,766,673,446,375 1,059,487,458,848
Penyusutan 913,519,349,372 1,036,505,186,015 1,218,896,776,378 1,469,878,272,484 1,447,154,998,872
CE 3,704,436,724,698 4,097,190,251,094 4,717,766,500,251 5,104,962,368,286 6,500,276,690,401
ROI 0,41% 0,43% 0,41% 0,46% 0,39%
Skor 2 2 2 2 2
Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1. Tahun 2014

ROI

ROI

610.687.720.464 + 913.519.349.372

3.704.436.724.698

0,41%

X 100%

Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk

perhitungan ROI tahun 2014 adalah 2.

2. Tahun 2015

ROI

ROI

709.978.294.753 + 1.036.505.186.015

4.097.190.251.094

0,43%

X 100%
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Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan ROI tahun 2015 adalah 2.

3. Tahun 2016

ROI 762.537.593.658 + 1.218.896.776.378

X 100%

4.171.766.500.251

ROI

0,41%
Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan ROI tahun 2016 adalah 2.

4. Tahun 2017

ROI

893.619.259.975 + 1.469.878.272.484
X 100%

5.104.962.368.286

ROI

0,46%
Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan ROI tahun 2017 adalah 2.

5. Tahun 2018

ROI

1.059.487.458.848 + 1.477.154.998.872
X 100%

6.500.276.690.401

ROI

0,39%
Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan
untuk perhitungan ROI tahun 2018 adalah 2.
Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ROl pada PT. Pelabuhan
Indonesia | (Persero) mengalami fluktuasi naik turun dalam setiap

tahunnya. Walaupun perusahaan mengalami fluktuasi dapat dilihat EBIT
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perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014,
persentase ROI perusahaan sebesar 0,41% persentase ini diketahui bahwa
skor yang diperoleh perusahaan tidak mencapai standar yang telah
ditetapkan oleh BUMN berdasarkan Surat Keputusan KEP-
100/MBU/2002. Dan diikuti ditahun 2015 hasil persentase yang
didapatkan oleh perusahaan sebesar 0,43%. Selanjutnya ditahun 2016
perusahaan mengalami penurunan dengan persentase 0,41%. Sampai
ditahun 2018 hasil persentase perusahaan juga mengalami penurunan yaitu
0,39%. Hanya ditahun 2017 perusahaan mengalami kenaikan dengan
persentase 0,46%. Walaupun setiap tahunyya capital employed perusahaan
mengalami kenaikan, tetapi perusahaan tetap juga mengalami penurunan
dari hasil perhitungan ROI dan bahkan perusahaan tidak mencapai standar
yang telah ditetapkan oleh BUMN berdasarkan Surat Keputusan KEP-

100/MBU/2002.

Berdasarkan uraian dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ROI
perusahaan dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Hal ini tentu
membuat keadaan perusahaan kurang dinilai baik. Hasil pengembalian
investasi menunjukkan tidak produktivitas dari seluruh dana perusahaan,
baik modal pinjaman, maupun modal sendiri, semakin kecil atau
rendahnya ROI makin semakin kurang baik tingkat pengembalian
investasi pada perusahaan. Sebaliknya jika ROI semakin besar, maka
semakin baik tingkat pengembalian investasi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROI yang terjadi pada perusahaan

dalam lima tahun terakhir mengalami naik turun dan akhirnya
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perusahaan tidak memperoleh standar BUMN yang telah ditetapkan

berdasarkan SUrat Keputusan KEP-100/MBU/2002 yang merupakan

standar penilaian kinerja perusahaan BUMN yakni sebesar 10%.

d. ROE (Return On Equity)
ROE menunjukkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal sendiri.
Semakin besar rasio ini, maka posisi pemilik perusahaan menjadi
semakin kuat. ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang
biasanya digunakan khususnya oleh para investor untuk
menginvestasikan sejumlah modal yang dimilikinya pada sebuah

perusahaan. Untuk menghitung rasio ini menggunakan rumus yaitu :

ROE = Laba Setelah Pajak

X 100%
Modal Sendiri

Daftar skor penilaian ROE dan hasil perhitungan ROE perusahaan
PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) dapatdilihat pada tabel dibawah

ini:



Tabel 1V.13

Daftar Skor Penilaian ROE
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ROE (%) Skor
Infra Non Infra
13<ROE<=15 13,5 18
11 <ROE<=13 12 16
9 <ROE<=11 10,5 14
79 <ROE<=9 9 12
6,6 <ROE <=6,6 7,5 10
4 <ROE<=5,3 5 7
2,5 <ROE<=4 4 55
1 <ROE<=25 3 4
0 <ROE<=1 1,5 2

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

ROE=355.032.109.540

2.288

ROE=15,52%

.117.258.324

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan ROE tahun 2014 adalah 15

2) Tahun 2015

ROE = 489.245.699.981
2.790.360.875.039
ROE = 17,53%

X 100%

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh

perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2015 adalah 15
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3) Tahun 2016

ROE=534.898.232.925
X 100%

3.023.134.116.205

ROE = 17,69%
Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2016 adalah 15

4) Tahun 2017

ROE=700.368.026.993
X 100%

3.640.225.089.250

ROE = 19,24%
Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2017 adalah 15

5) Tahun 2018

ROE=733.302.457.110
X 100%

4.301.175.911.318

ROE = 17,05%
Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan ROE tahun 2018 adalah 15



Tabel IV.14

Hasil Perhitungan ROE

Tahun 2014-2018
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2014

2015

2016

2017

2018

Laba setelah

pajak

355.032.109.540

489.245.669.981

534.898.232.925

700.368.026.993

733.302.457.110

Modal sendiri

2.288.117.258.324

2.790.360.875.039

3.023.134.116.205

3.640.225.089.250

4.301.175.911.318

ROE

15,52%

17,53%

17,69%

19,24%

17,05%

Skor

15

15

15

15

15

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel dan uraian diatas diketahui bahwa ROE (Return On

Equity) atu hasil pengembalian ekuitas pada PT. Pelabuhan Indonesia I

(Persero) terus mengalami perubahan yang signifikan. Hasil pengembalian

ekuitas dilakukan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak terhadap

modal sendiri. Semakin tinggi tingkat hasil pengembalian ekuitas, maka

semakin baik kondisi perusahaan yang artinya posisi pemilik perusahaan

makin kuat pula dan sebaliknya. Standart BUMN yang berdasarkan Surat

Keputusan KEP-100/MBU/2002, dimana standar atau skor yang diberikan

ialah 15%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk hasil skor dari ROE

(Return On Equity) yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

dari Tahun 2014-2018 sudah berada diatas standart BUMN yakni 15%.

e.

Collection Period (CP)

Collection Period (CP) yaitu periode pengumpulan piutang rata-rata

adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih

piutang-piutangnya. Perhitungan

perusahaan dapat dihitung dengan rumus berikut :

rasio Collection Period (CP)
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Collection Period Total Piutang usaha

X 100%

Total Pendapatan Usaha

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN, hasil
perhitungan setiap indikator kemudian akan diberikan skor. Penetapan
skor untuk collection period (CP) menggunakan skor tertinggi pada tahun
berjalan berdasarkan perhitungan dibawah ini :

Perbaikan = CPt-CPt-1
Daftar skor penilaian Collection Period (CP) dan perhitungan p

Collection Period (CP) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1V.15

Daftar Skor Penilaian Collection Periods (CP)

CP = X (Hari) | Perbaikan = x Infra Non Infra
X<=60 X>=35 4 5
60<x<=90 30<x<=35 3,5 4,5
0<x<=120 |25<x<=30 3 4
120<x<=150 |20<x<=25 2,5 3,5
150<x<=180 |15<x<=20 2 3
180<x<=210 |10<x<=15 1,6 2,4
210<x<=240 [p <x<=10 1.2 1,8
240<x<=270 3 <x<=6 0,8 1,2
270<x<=300 |1 <x<=3 0,4 0,6
300< X 0 <x<=1 0 0

Nb : skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor

menurut tabel 4.13 diatas.
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1) Tahun 2014

85.388.989.408 X 365 hari
1.561.006.423.719

Collection Period

Collection Period = 19,97 hari

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun
2014 adalah 4.

2) Tahun 2015

Collection Period = 102.4498.474.295 X 365 hari
1.893.989.492.514

Collection Period = 19,75 hari

Perbaikan = CP 2014 - CP 2015

Perbaikan = 19,97 hari — 19,75 hari = 0,22 hari

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun
2015 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2015 skor
yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun
2015 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai
tertinggi yaitu 4.

3) Tahun 2016

106.802.673.522
2.095.520.953.158

Collection Period )
X 365 hari

Collection Period 18,60 hari

Perbaikan = CP 2015 - CP 2016
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Perbaikan = 19,75 hari — 18,60 hari = 1,15 hari
Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun
2016 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2016 skor
yang diperoleh perusahaan adalah 0,4,. Sehingga pada tahun
2016 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai
tertinggi yaitu 4.

4) Tahun 2017

Collection Period 181.563.973.844

2.340.724.008.344 <365 hari
Collection Period = 7,76 hari
Perbaikan = CP 2016 - CP 2017
Perbaikan = 18,60 hari — 7,76 hari = 10,84 hari

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun
2017 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2017 skor
yang diperoleh perusahaan adalah 1,6. Sehingga pada tahun
2017 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai
tertinggi yaitu 4.

5) Tahun 2018

152.125.495.776
12.408.899.664.963

Collection Period

X 365 hari

Collection Period 23,05 hari

Perbaikan = CP 2017 - CP 2018
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Perbaikan = 7,76 hari — 23,05 hari = 15,29 hari Berdasarkan

tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk

perhitungan Collection Period (CP) tahun 2018 adalah 4 dan

untuk perbaikan pada tahun 2018 skor yang diperoleh

perusahaan adalah 2. Sehingga pada tahun 2018 Collection

Period (CP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

Tabel 1V.16

Hasil Perhitungan Collection Period (CP)

Tahun 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

total piutang

usaha

85.388.989.408

102.498.474.295

106.802.673.522

181.563.973.844

152.125.495.776

Total
Pendapatan
Usaha

1.561.006.423.719

1.893.989.492.514

2.095.520.953.158

2.340.724.008.344

2.408.899.664.963

CP

19,97 hari

19,75 hari

18,60 hari

7,76 hari

23,05 hari

Skor

4

4

4

4

4

Perbaikan

0,22 hari

1,15 hari

10,84 hari

15,29 hari

Skor

0

0,4

1,6

2

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap tahunnya Collection Period (CP)

mengalami perubahan. Walaupun Collection Period (CP) pada tahun 2014

merupakan perbandingan untuk melihat perbaikan yang dilakukan perusahaan

pada tahun 2015, tetapi pada tahun tersebut perusahaan memiliki prestasi

Collection Period (CP) yang terendah pada tiga tahun terakhir.

PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) telah melakukan perbaikan Collection

Period (CP) setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari pengurangan hari yang

dibutuhkan perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap piutang usaha.

Penetapan skor pada Collection Period (CP) membandingkan antara penilaian
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Collection Period (CP) tahun berjalan dengan skor Collection Period (CP)pada
tahun sebelumnya, dan skor yang dipilih merupakan skor tertinggi yang dicapai
oleh perusahaan. Selama limaa tahun berturut-turut perusahaan telah berhasil
menjalankan kegiatan penagihan piutang secara optimal, sehingga perusahaan
memperoleh skor maksimal pada indikator ini.
f. Perputaran Persediaan (PP)
Perputaran Persediaan (PP) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (inventory) ini
berputar dalam suatu periode. Pada perusahaan BUMN indikator

persediaan dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

Perputaran Persediaan = Total Persediaan X 365 hari

Total Pendapatan Usaha

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN, hasil
perhitungan setiap indikator kemudian akan diberikan skor. Penetapan
skor untuk perputaran persediaan (PP) menggunakan skor tertinggi pada
tahun berjalan berdasarkan perhitungan dibawah ini :

Perbaikan = PPt — PPt-1

Daftar skor penilaian perputaran persediaan (PP) dan perhitungan
perputaran persediaan (PP) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia |

(Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan (PP)

PP = X (Hari) Perbaikan = x (Harti) Infra Non Infra
X<=60 X>=35 4 5
60 <x<=90 30<x<=35 3,5 4,5
90 < x< =120 25<x<=30 3 4
120<x < =150 20<x<=25 2,5 3,5
150<x < =180 15<x<=20 2 3
180<x< =210 10<x<=15 1,6 2,4
210<x < =240 6 <x<=10 1,2 1,8
240<x < =270 3 <X<=6 0,8 1,2
270< x < =300 1 <x<=3 0,4 0,6
300< X 0 <x<=1 0 0

Nb : skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 4.13

diatas.
Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

8.973.076.478
1.561.006.423.719

Perputaran Persediaan .
X365 hari

Perputaran Persediaan 2,10 hari

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP)

tahun 2014 adalah 4.

2) Tahun 2015

11.934.391.115
1.893.989.492.514

Perputaran Persediaan

X 365 hari

Perputaran Persediaan 2,30 hari
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Perbaikan= PP 2014 - PP 2015

Perbaikan = 2,10 hari — 2,30 hari = 0,2 hari Berdasarkan tabel
4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2015 adalah 4
dan untuk perbaikan pada tahun 2015 skor yang diperoleh
perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2015 Perputaran
Persediaan (PP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi
yaitu 4.

3) Tahun 2016

17.302.906.753
2.095.520.953.158

Perputaran Persediaan X 365 hari

Perputaran Persediaan = 3,01 hari
Perbaikan = PP 2015 - PP 2016
Perbaikan = 2,30 hari — 3,01 hari = 0,71 hari

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP)
tahun 2016 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2016
skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada
tahun 2016 Perputaran Persediaan (PP) skor yang diambil
dengan nilai tertinggi yaitu 4.

4) Tahun 2017

21.226.159.916
2.340.724.008.344

Perputaran Persediaan )
X 365 hari

Perputaran Persediaan 3,31 hari
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Perbaikan= PP 2016 - PP 2017

Perbaikan = 3,01 hari — 3,31 hari = 0,3 hari Berdasarkan tabel
4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk
perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2017 adalah 4
dan untuk perbaikan pada tahun 2017 skor yang diperoleh
perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2017 Perputaran
Persediaan (PP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi
yaitu 4.

5) Tahun 2018

20.116.083.124

Perputaran Persediaan

0,
2.408.899.664.963 X 365%
Perputaran Persediaan = 3,05 hari
Perbaikan = PP 2017 - PP 2018
Perbaikan = 3,31 hari — 3,05 hari = 0,26 hari

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP)
tahun 2018 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2018
skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada
tahun 2018 Perputaran Persediaan (PP) skor yang diambil

dengan nilai tertinggi yaitu 4.
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Tabel 1V.18

Hasil Perhitungan Perputaran Persediaan (PP)

Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Total

. 8,973,076,478 11,934,391,115 17,302,906,753 21,226,159,916 20,116,083,124
Persediaan
Total 1,561,006,423,719 1,893,989,492,514]  2,095,520,953,158 2,340,724,008,344 2,408,899,664,963
PP 2,10 hari 2,30 hari 3,01 hari 3,31 hari 3,05 hari
Skor 4 4 4 4 4
Perbaikan - 0,2 hari 0,71 hari 0,3 hari 0,26 hari
Skor 0 0 0 0

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Perputaran Persediaan
(PP) untuk tahun 2014-2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya,
semakin besar tingkat perputaran persediaan perusahaan, semakin besar
jumlah persediaan pada perusahaan, karena semakin besar jumlah
persediaan perusahaan maka semakin kecil pendapatan yang diterima oleh
perusahaan, maka semakin kecil pula laba yang akan diterima oleh
perusahaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Perputaran Persediaan yang
terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014-2018
mengalami peningkatan. Hal ini kurang baik bagi perusahaan karena
meningkatnya  persediaan yang dimiliki  perusahaan  sehingga
mengakibatkan pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Walaupun
demikian jika dibandingkan dengan penilaian terhadap standar BUMN

masih membuhi standar yang mana harus lebih kecil dari 60 hari.
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g. TATO (Total Asset Turn Over)

TATO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur
perputaran semua seberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap
aktiva. Semakin tinggi persentase TATO yang diperoleh perusahaan, maka
semakin baik pula aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan
dengan memanfaatkan setiap aktiva yang dimilikinya. TATO dapat

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

TATO = Total Pendapatan X 100%
Total Aktiva

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN, hasil
perhitungan setiap indicator kemudian akan diberikan skor. Penetapan
skor untuk TATO menggunakan skor tertinggi pada tahun berjalan
berdasarkan perhitungan :

Perbaikan = TATOt — TATOt-1
Daftar skor penilaian TATO dan perhitungan TATO perusahaan

PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Tabel 1V.19

Daftar Skor Penilaian TATO

TATO = X (%) Perbaikan = x (%0) Skor
Infra Non Infra

120 < x 20 <X 4 5
105<x<=120 15<x<=20 3,5 4,5
90 <x<=105 10<x<=15 3 4
75 <x<=90 5<x<=10 2,5 3,5
60 <x<=75 O0<x<=5 2 3
40 <x<=60 Xx<=0 15 2,5
20<x<=40 Xx<=0 1 2

x<=20 Xx<=0 0,5 15

Nb : skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut
tabel 4.13 diatas. Sumber : Portal Mahkamah

Konstitusi 1) Tahun 2014

TATO =  L646809.211136X 100%
3.704.436.724.698
TATO = 44,46%

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2014 adalah 1,5.

2) Tahun 2015

TATO =  2127.936466.334X 100%
4.097.190.251.094
TATO = 5196%

Perbaikan=  TATO 2014 — TATO 2015

Perbaikan =  44,46% - 51,94% = -7,48%
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Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2015 adalah 1,5
dan untuk perbaikan pada tahun 2015 skor yang diperoleh
perusahaan 2,5. Sehingga pada tahun 2015 skor TATO yang
diambil dengan nilai tertinggi yaitu 2,5.

3) Tahun 2016

TATO = 2.356.494.374.070 X 100%
4.717.766.500.251
TATO = 49,95%

Perbaikan=  TATO 2015 - TATO 2016

Perbaikan =  51,94% - 49,95% = 1,99%
Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh
perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2016  adalah 1,5
dan untuk perbaikan pada tahun 2016 skor yang diperoleh
perusahaan 2. Sehingga pada tahun 2016 skor TATO yang
diambil dengan nilai tertinggi yaitu 2.

4) Tahun 2017

TATO = 2.538.104.682.800 X 100%
5.104.962.368.286

TATO =  49,72%

Perbaikan = TATO 2016 - TATO 2017

Perbaikan = 49,95% - 49,72% = 0,23%

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh

perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2017  adalah 1,5
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dan untuk perbaikan pada tahun 2017 skor yang diperoleh

perusahaan 1,5. Sehingga pada tahun 2017 skor TATO yang

diambil dengan nilai tertinggi yaitu 1,5.

5) Tahun 2018

TATO = 2585606366152 100%
6.500.267.690.401
TATO = 3978%
Perbaikan=  TATO 2017 — TATO 2018
Perbaikan =  49,72% - 39,78% = 9,94%

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh

perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2018 adalah 1 dan

untuk perbaikan pada tahun 2018 skor yang diperoleh

perusahaan 2,5. Sehingga pada tahun 2018 skor TATO yang

diambil dengan nilai tertinggi yaitu 2,5.

Tabel 1V.20

Hasil Perhitungan TATO

Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Total

1,646,809,211,136 2,127,936,466,334|  2,356,191,374,070 2,538,104,682,800 2,585,606,366,152
Pendapatan
CE 3,704,436,724,698| 4,097,190,251,094  4,717,766,500,251 5,104,962,368,286 6,500,267,690,401
TATO 44,46% 51,94% 49,95% 49,72% 39,78%
Skor 15 15 15 15 1
Perbaikan - 7,48% 1,99% 0,23% 9,94%
Skor 25 2 15 2,5

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) Pada

tabel diatas diketahui bahwa TATO mengalami perubahan

setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan persentase
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sebelum perbaikan maupun setelah perbaikan. Tetapi skor yang digunakan
oleh perusahaan adalah skor setelah perbaikan yang dihasilkan mengalami
kenaikan. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase yang diperoleh
perusahaan sebelum perbaikan cenderung sama yaitu 1,5. Dan hasil setelah
perbaikan untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dimana tahun
2016 sebesar 2. Skor ini belum sesuai dengan standar BUMN berdasarkan
Surat Keputusan KEP-100/MBU/2002 yakni 120%. Tetapi pada tahun
2018 skor perusahaan mengalami penurunan dikarenakan jumlah hari
dalam perbaikannya.
h. TMS (Total Modal Sendiri)

TMS terhadap TA merupakan slah satu rasio solvabilitas. Rasio ini
menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan
yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil
jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva
perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan
dengan yang dilaporkan dalam neraca. Untuk menghitung persentase rasio
modal sendiri terhadap total asset dapat digunakan rumus sebagai berikut :

TMS = Modal Sendiri
Total Aktiva

X 100%

Daftar skor penilaian TMS terhadap TA dan perhitungan TMS
terhadap TA perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) dapat dilihat

pada tabel berikut ini :
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Tabel 1V.21

Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA

TMS Terhadap Skor
TA (%) = X Infra Non Infra
x<0 0 0
0<=x<10 2 4
10<=x<20 3 6
20<=x<30 4 7,25
30<=x<40 6 10
40<=x <50 55 9
50<=x <60 5 8,5
60<=x<70 45 8
70<=x<80 4,25 7,5
80<=x<90 4 7
90<=x <100 3,5 6,5

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

TMS = 2.228.117.258.324 X 100%
4.195.895.746.272
TMS = 54,53%

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan
untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2014 adalah 5.
2) Tahun 2015

TMS

2.790.360.875.039
4.584.314.518.299

X 100%

TMS 60,87%

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2015 adalah 4,5.
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3) Tahun 2016

TMS = 3.023.134.116.205
4.843.054.089.736

X 100%

TMS = 62,42%
Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2016 adalah 4,5.

4) Tahun 2017

TMS =  3.640.225.089.250 X 100%
5.491.915.582.071

TMS = 66,28%

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2017 adalah 4,5.

5) Tahun 2018
TMS = 4.301.175.911.318 X 100%
7.301.351.310.259
TMS = 58,91%

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan

untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2018 adalah 5.
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Tabel 1V.22

Hasil Perhitungan TMS terhadap TA

Tahun 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Modal sendirif 2,288,117,258,324] 2,790,360,875,039] 3,023,134,116,205| 3,640,225,089,250{  4,301,175,911,318

Total Aktiva] 4,195,895,746,272| 4,584,314,518,299| 4,843,054,089,736| 5,491,915,582,071] 7,301,351,310,259

TMS thd TA 54,53% 60,87% 62,42% 66,28% 58,91%

Skor

5 45 4,5 45 5

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Pada tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan TMS
terhadap TA mengalami penurunan dan  peningkatan yang
berfluktuatif TMS terhadap TA perusahaan pada tahun 2014-2018
mengalami penurunan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil
jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva
perusahaan.

Jika rasio ini lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi total
aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh
pemilik perusahaan. Sebaliknya jika rasio ini dibawah 100% maka
sebagian aktiva tetapnya dibiayai dengan modal pinjaman jangka
pendek/jangka panjang sedangkan aktiva lancer seluruhnya dibiayai
dengan modal pinjaman.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Rasio TMS terhadap TA tiap
tahunnya mengalami penurunan dimulai dari tahun 2014-2018, walaupun
penurunan tidak terjadi secara signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri mengalami

penurunan dan dalam keadaan yang kurang baik. Tetapi walaupun
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mengalami penurunan, rasio modal sendiri berada diatas kisaran antara
30% dan 40%. Hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan banyak
dibiayai oleh pihak eksternal perusahaan atau perusahaan banyak didanai
dari hutang-hutang perusahan. Standar yang telah ditetapkan BUMN

sebesar 30% s/d 40%.

B. Pembahasan

Penilaian Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan kinerja
keuangan pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) yang diukur
berdasarkan enam indikator yang digunakan untuk meningkatkan Kinerja
keuangan perusahaan BUMN dengan menggunakan rasio-rasio keuangan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002
yaitu :
a. Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap
tahunnya tetapi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio

keuangan menurun.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap
tahunnya pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) namun tidak diikuti
dengan kinerja keuangan yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari dari
Return On Investment (ROI) yang diperoleh oleh PT. Pelabuhan Indonesia
| (Persero) selama tahun 2014-2018 belum ada yang mampu untuk
memenuhi Standart yang telah ditetapkan BUMN sebesar 18%. Hal ini

menunjukkan perusahaan belum mampu mengoptimalkan aktivanya untuk
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memperoleh laba, maka dampaknya adalah laba tidak maksimal. Begitu
juga hasil penelitian untuk penilaian kinerja keuangan yang dilihat dari
Total Asset Turn Over (TATO) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
perusahaan belum mampu memenuhi Standart yang ditetapkan oleh
BUMN. Perputaran aktiva yang lambat menunjukkan bahwa aktiva yang
dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam
mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jika Total asset Turn
Over (TATO) rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam
menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen
ataupun produksinya. Sehingga perusahaan diharapkan meningkatkan lagi
pendapatannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif.
Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan menurut Inyoman
Tjager menyatakan bahwa Corporate Governance dapat meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu
menunjukkan hasil yang sama yang dilakukan oleh dilakukan oleh Inggrid
Puspa (2014) Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan dilihat dari skor GCG vyang tidak
mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja
keuangan perusahaan relative menurun, dan banyak yang belum memenuhi

skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN.
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b. Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan

pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Good Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari skor GCG yang
dimiliki meningkat tiap tahunnya tetapi untuk kinerja keuangan perusahaan
masih ada yang menurun dan banyak yang belum memenuhi skor yang
telah ditetapkan oleh standar BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari dari
Return On Investment yang diperoleh oleh PT. Pelabuhan Indonesia I
(Persero) selama tahun 2014-2018 belum ada yang mampu untuk
memenuhi Standart yang telah ditetapkan BUMN sebesar 18%. Penyebab
Return On Investment (ROI) mengalami penurunan yang sangat drastis
yaitu karena sedikitnya laba yang diperoleh perusahaan dikarenakan
penjualan yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan perusahaan
belum mampu mengoptimalkan aktivanya untuk memperoleh laba, maka
dampaknya adalah laba tidak maksimal. Begitu juga hasil penelitian untuk
penilaian kinerja keuangan yang dilihat dari Total Asset Turn Over
(TATO) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum
mampu memenuhi Standart yang ditetapkan oleh BUMN. Perputaran
aktiva yang lambat menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar
dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya
untuk menghasilkan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan
penerapan GCG yang baik, tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan
perusahaan yang baik pula. Hal ini bertentangan dengan teori yang

dinyatakan menurut Azhar Maksum (2005) bahwa manfaat dari
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penerapan Good Corporate Governance adalah mempermudah proses
pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Inyoman Tjager menyatakan bahwa Corporate
Governance dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tetapi
berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yang
dilakukan oleh Inggrid Puspa (2014) Corporate Governance belum optimal
dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari skor GCG
yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil
kinerja keuangan perusahaan relative menurun, dan banyak yang belum

memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN.

Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over (TATO)

tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No.100/MBU/2002

1. Rasio Return On Investment (ROI) mengalami penurunan yang sangat
drastis disebabkan karena sedikitnya laba yang diperoleh perusahaan
dikarenakan penjualan yang mengalami penurunan. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola sumber
daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu
menghasilkan laba tinggi. Return on Investment (ROI) menunjukkan
kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang
dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui
bahwa perusahaan efisien atau tidak dalam memanfaatkan aktivanya
dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan

ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena
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menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk
memperoleh pendapatan (Sartono, 2001).

Rasio Total Asset Turn Over (TATO) yang terjadi pada perusahaan
tidak mencapai skor yang telah ditetapkan dikarenakan peningkatan
total aktiva lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan
yang diperoleh perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan belum
mampu mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh
pendapatan. Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur berapa kali harta dapat berputar dalam
satu periode. Tingginya Total Asset Turn Over (TATO) menunjukkan
efektivitas penggunaan harta perusahaan dan perputaran aktiva yang
lambat menunjukkan bahwa aktiva perusahaan yang dimiliki terlalu
besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk melakukan

usaha (Safrida Hani,2014:73).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada

skor GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang ditinjau dari Rasio

Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas

yang berdasarkan enam indikator yakni Rasio Kas,Rasio Lancar, ROE,

ROI, TATO, Collection Period (CP), Perputaran Persediaan (PP), TMS

terhadap TA pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) Tahun 2014-2018,

dapat disimpulkan bahwa :

1.

Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap
tahunnya pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) namun tidak
diikuti dengan kinerja keuangan yang optimal. Berdasarkan penelitian
terdahulu menunjukkan hasil yang sama yang dilakukan oleh
dilakukan oleh Inggrid Puspa (2014) Corporate Governance belum
optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari
skor GCG yang tidak mempengaruhi hasil Kkinerja keuangan
perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan perusahaan relative
menurun, dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah

ditetapkan oleh standar BUMN.

Good Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari skor GCG

yang dimiliki meningkat tiap tahunnya tetapi untuk kinerja keuangan
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perusahaan masih ada yang menurun dan banyak yang belum
memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN.
Berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan Menurut Azhar
maksum, 2005 yang menyatakan bahwa “Manfaat dari penerapan
Good Corporate Governance adalah mempermudah proses
pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan”.

Skor dari Rasio Return On Investment (ROI) dan TATO (Total Asset
Turn Over) pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) belum
memenuhi standart yang telah ditetapkan BUMN masing-masing
sebesar >120% dan >18% dikarenakan pada Rasio ROl mengalami
sedikitnya laba yang diperoleh perusahaan dikarenakan penjualan
yang mengalami penurunan dan Rasio TATO mengalami peningkatan
total aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan

pendapatan.
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B. Saran

Setelah memperhatikan penilaian terhadap GCG dalam meningkatkan

kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia | (Persero) yang diukur

dengan Rasio Kas, Rasio Lancar, ROI, ROE, TATO, Collection

Period,Perputaran Persediaan, dan juga TMS. Penulis ingin memberikan

masukan perihal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen PT.

Pelabuhan Indonesia | (Persero) :

1.

Sebaiknya manajemen PT. Pelabuhan Indoensia | (Persero) agar selalu
melakukan penelitian dan evaluasi kinerja. Dalam menilai Kinerja
sebaiknya mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan
dihadapi, sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan
tersebut, sebgaiknya melakukan suatu strategi untuk dapat
meningkatkan laba perusahaan, dan mengefisiensikan biaya-biaya
operasional perusahaan.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebaiknya melakukan sosialisasi
kepada seluruh karyawan mengenai Good Corporate Governance
lebih intens.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-
indikator pernyataan dalam masing-masing variabel yang mampu
mengarah kedalam permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya akan

lebih baik.
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KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : KEP-100/MBU/2002

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

. a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu
dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah
peningkatan efisiensi dan daya saing;

b.

bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah
ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja
Badan Usaha Milik Negara;

bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada
Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan
Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu
meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu
ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha
Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4101);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM)
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6. Peraturan ............. /2
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan,Tugas
dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO),
Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN

TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1.

1)

2)

3)

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN,
adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.

Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang
sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan
maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk
dengan Undang-undang tersendiri.

BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan
non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.

BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan,
asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.
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BAB Il
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
a. SEHAT, yang terdiri dari :

AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
AA  apabila 80 <TS< =95
A apabila 65 <TS< =80

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
BBB apabila 50 <TS< =65
BB apabila 40 <TS< =50
B apabila 30 <TS< =40

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
CCC apabila 20 <TS< =30
CC apabila 10 <TS< =20
C apabila TS< =10

(2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja
Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
a. Aspek Keuangan.
b. Aspek Operasional.
c. Aspek Administrasi.

(3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi
BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan
perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa
Pengecualian™ atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

(4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan
tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan
Umum (PERUM).

BAB Il
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN vyang bergerak dibidang non jasa keuangan
dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut
BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur
yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan
sebagaimana pada lampiran .

2. Perubahan .............. /4



Keputusan Menteri

Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal  : 4 Juni 2002

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

4-

(2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan
BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

(1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang

dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :

a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.

b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang
atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.

c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan
terbang dan bandara.

d. Bendungan dan irigrasi.

(2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk
menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

(3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang
usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN
yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak
dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN vyang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator
penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi
ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini
kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN
yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat
Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang
Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya, MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Kepala Biro Hukum ttd
ttd LAKSAMANA SUKARDI

Victor Hutapea
NIP 060051008
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INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No. BUMN INFRA STRUKTUR BUMN NON INFRA STRUKTUR
I. SEKTOR INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN

Bidang Industri Pupuk dan Semen

1. PT Pupuk Sriwidjaja

2. PT Asean Aceh Fertilizer

3. PT Semen Baturaja

4. PT Semen Kupang

Bidang Niaga

1. PT Dharma Niaga

2. PT Pantja Niaga

3. PT Cipta Niaga

4. PT Sarinah

Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri

PT Bhanda Ghara Reksa

PT Berdikari

PT Indo Farma

PT Kimia Farma

PT Bio Farma

PT Rajawali Nusantara Indonesia

PT Garam

Sl Pl Kl KAl Pl Kol 1 o

PT Industri Gelas

9. PT Industri Soda Indonesia

10. PT Sandang Nusantaara

11. PT Cambrics Primisima

Bidang Pertambangan dan Energi

PT Sarana karya

PT Batubara Bukit Asam

PT Batan Tehnologi

1
2.
3. PT Konservasi Energi Abadi
4
5

PT Perusahaan Gas Negara

Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan

1. PT Kertas Leces

PT Kertas Kraft Aceh

2.
3. PT Pradnya Paramita
4. PT Balai Pustaka
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TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.

BUMN INFRA STRUKTUR

BUMN NON INFRA STRUKTUR

Bidang Industri Strategis

PT Dirgantara Indonesia

PT DAHANA

PT Barata Indonesia

PT Boma Bisma Indra

PT Krakatau Steel

PT Industri Kereta Api

PT Industri Telekomunikasi Indonesia

Sl Pl FY Rl Pl Rl 3 o

PT Len Industri

I1.

SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA
KONSTRUKSI DAN KONSULTAN
KONSTRUKSI

Bidang Kawasan Industri

PT Kawasan Berikat Nusantara

PT Kawasan Industri Makasar

PT kawasan Industri Medan

PT Kawasan Industri Wijaya

1
2.
3.
4
5

PT PDI Batam

Bidang Konstruksi Bangunan

PT Nindya Karya

PT Wijaya Karya

PT Waskita Karya

PT Adhi Karya

PT Brantas Abipraya

PT Hutama Karya

PT Istaka Karya

Sl Pl FY Rl Rl Rl 1 o

PT Pembangunan Perumahan

Bidang Konsultan Konstruksi

PT Bina Karya

PT Indah Karya

PT Indra Karya

PT Virama Karya

1
2.
3.
4
5

PT Yodya Karya

Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol

PT Amarta Karya

PT Dok Perkapalan Kodja Bahari

PT Dok dan Perkapalan Surabaya

PT Industri Kapal Indonesia

Al Bl Bl I fan

PT Jasa Marga
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TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No. BUMN INFRA STRUKTUR | BUMN NON INFRA STRUKTUR
III. | SEKTOR PERHUBUNGAN,
TELEKOMUNIKASI DAN
PARIWISATA
Bidang Prasarana Perhubungan Laut
1. PT Pelabuhan Indonesia 1
2. PT Pelabuhan Indonesia IT
3. PT Pelabuhan Indonesia II1
4. PT Pelabuhan Indonesia IV
5. PT Rukindo
6. PT Varuna Tirta Prakasya
Bidang Prasarana Perhubungan Udara
1. PT Angkasa Pural
2. PT Angkasa Pura II
Bidang Sarana Perhubungan
1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd 1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
2. PT Angkutan Sungai, Danau dan 2. PT Garuda Indonesia
Penyeberangan
3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna 3. PT Merpati Aitlines
4. PT Kereta Api Indonesia
Bidang Pos
1. PT Pos Indonesia
Bidang Pariwisata
1. PT Hotel Indonesia dan Natour
2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
Bidang Penyiaran
1. PT Televisi Republik Indonesia
IV. | SEKTORPERTANIAN,PERKEBUNAN
KEHUTANAN PERDAGANGAN
Bidang Perkebunan
1. PT Perkebunan Nusantara I
2. PT Perkebunan Nusantara I1
3. PT Perkebunan Nusantara II1
4. PT Perkebunan Nusantara IV
5. PT Petrkebunan Nusantara V
6. PT Petrkebunan Nusantara VI
7. PT Petrkebunan Nusantara VII
8. PT Perkebunan Nusantara VIII
9. PT Perkebunan Nusantara IX

Nomor . KEP-100/MBU/2002
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INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO. BUMN INFRA STRUKTUR BUMN NON INFRA STRUKTUR
10. PT Perkebunan Nusantara X
11. PT Perkebunan Nusantara XI
12. PT Perkebunan Nusantara XI1I
13. PT Perkebunan Nusantara XII1
14. PT Perkebunan Nusantara XIV
Bidang Perikanan
1. PT Usaha Mina
2. PT Perikanan Samodra Besar
3. PT Tirta Raya Mina
4, PT Perikani
Bidang Pertanian
1. PT Pertani
2. PT Sang Hyang Seri
Bidang Kehutanan
1. PT Inhutani I
2. PT Inhutani IT
3. PT inhutani III
4, PT Inhutani IV
5. PT Perhutani
V. |SEKTOR PELAYANAN UMUM

1. Perum Perumnas

2. Perum Jasa Tirta I

3. Perum Jasa Tirta II

4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar

5. Perum PPD

6. Perum Damri
1. Perum Percetakan Negara RI
2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
3. Perum Peruri
4. Perum Pegadaian
5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

ttd LAKSAMANA SUKARDI

Victor Hutapea
NIP 060051008
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SALINAN

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN

ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
- BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50

- BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah
seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

. Bobot
Indikator Infra Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham 15 20
(ROE)
2. Imbalan Investasi (ROI) 10 15
3. Rasio Kas 3 5
4. Rasio Lancar 4 5
5. Colection Periods 4 5
6. Perputaran persediaan 4 5
7. Perputaran total asset 4 S
8. Rasio modal sendiri terhadap total
aktiva 6 10
Total Bobot 50 70
3. Metode Penilaian
a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)
Rumus:
ROE : Laba setelah Pajak x 100 %
Modal Sendiri
Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
» Aktiva tetap
 Aktiva Non Produktif
+ Aktiva Lain-lain
+ Saham Penyertaan Langsung
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- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi
akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk
membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri
tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.

- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang
sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

Skor
ROE (%) Infra Non Infra
15 < ROE 15 20
13 < ROE<=15 13,5 18
11< ROE <=13 12 16
9 <ROE<=11 10,5 14
7,9<ROE <=9 9 12
6,6<ROE <=7,9 75 10
5,3<ROE <=6,6 6 8,5
4 <ROE <=5,3 5 7
2,5 <ROE<=4 4 55
1 <ROE<=25 3 4
0 <ROE <=1 15 2
ROE<0 1 0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE

adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

ROI

Definisi :

EBIT + Penyusutan

Capital Employed

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :

» Aktiva Tetap
« Aktiva lain-lain

»  Aktiva Non Produktif

« Saham penyertaan langsung

- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi

- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap
dalam pelaksanaan.
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Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

Skor
ROI (%) Infra Non Infra

18 < ROI 10 15
15 <ROI <=18 9 13,5
13 <ROI <=15 8 12
12 <ROIl <=13 7 10,5
10,5 <ROIl<=12 6 9
9 <ROI<=10,5 5 7,5
7 <ROI <=9 4 6
5 <ROIl <=7 3,5 5
3 <ROIl < =5 3 4
1 <ROI <=3 2,5 3
0 <ROI <=1 2 2

ROI< 0 0 1

Contoh perhitungan :
PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROl adalah 8

Rasio Kas/Cash Ratio
Rumus:
Cash Ratio = Kas + Bank + Surat Berharga Jangka pendek x 100 %

Current Liabilities
Definisi :
- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun
buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

. Skor
Cash Ratio = x (%) Infra Non Infra
X >=35 3 5
25 <= X < 35 2,5 4
15 <= X < 25 2 3
10 <=X < 15 1,5 2
5 <=Xx < 10 1 1
0 <= X < 5 0 0

Contoh perhitungan :
PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator
cash ratio adalah 2,5
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d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :
Current ratio : Current Asset X 100 %

Current Liabillities
Definisi :
- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%) Skor
Infra Non Infra
125 <= x 3 5
110 <= X < 125 2,5 4
100 <= X < 110 2 3
95 <= X < 100 1,5 2
0 <= X < 95 1 1
X < 90 0 0

Contoh perhitungan :
PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk
Indikator Current Ratio adalah 4

Collection Periods (CP)
Rumus :
CP = Total Piutang Usaha X 365 hari

Total Pendapatan Usaha
Definisi :
- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan
Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP=x Perbaikan = x Skor
(hari) (hari) Infra Non Infra
X <= 60 X > 35 4 5
60< x <= 90 30 <x <=35 3,5 4,5
90< x <= 120 25 <X <=30 3 4
120 < x <= 150 |20 < x <=25 2,5 3,5
150 < x <= 180 |15 <X <=20 2 3
180 < x <= 210 |10 <X <=15 1,6 2,4
210 < x <= 240 |6 <X <=10 1,2 1,8
240 < x <= 270 |3 <X <=6 0,8 1,2
270 < x <= 300 |1 <x <=3 0,4 0,6
300< x 0 <x <=1 0 0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.
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Contoh perhitungan :

Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun
1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods 14

- Perbaikan Collection periods (7 hari) 018

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada
tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods 01,2

- Perbaikan Collection periods (32 hari) :35

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu ~ : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)
Rumus :
PP = Total Persediaan X 365

Total Pendapatan Usaha

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir
tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan
persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.

- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP =X Perbaikan Skor
(hari) (hari) Infra Non Infra
X <= 60 35 <X 4 5
60 < x <= 90 30 <Xx <=35 3,5 4,5
90 < x <= 120 25 <x <=30 3 4
120 < x <= 150 20 <X <=25 2,5 3,5
150 < x <= 180 15 <x <=20 2 3
180 < x <= 210 10 <x <=15 1,6 2,4
210 < x <= 240 6 <X <=10 1,2 1,8
240 < x <= 270 3 <X <=6 0,8 12
270 < x <= 300 1 <X <=3 0,4 0,6
300 < X 0 <X <=1 0 0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.
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Contoh Perhitungan :
Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada
tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan 3

- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) 12,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu  : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan
pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan 01,2

- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) :35

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu  : 3,5

Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)
Rumus :
TATO = Total Pendapatan x 100 %

Capital Employed

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan
hasil penjualan Aktiva Tetap

- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap
Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO =x Perbaikan = x Skor
(%) (%) Infra Non Infra

120< x 20< X 4 5
105<x <=120 15< x <=20 3,5 4,5
90 <x <=105 10< x <=15 3 4
75 <x <=90 5 < x <=10 2,5 3,5
60< x <=75 0 <X <=5 2 3
40 <x <=60 X <=0 15 2,5
20 <x <=40 X <0 1 2

X <=20 X <0 0,5 15

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70
% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.
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Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) 135
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 135
Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 %
dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset :35

- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) 125

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu :35

Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)
Rumus:

TMS terhadap TA Total Modal Sendiri x 100%

Total Asset

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar
dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.

- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya
pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Nomor . KEP-100/MBU/2002

Skor
TMS thd TA (%) = x Infra Non Infra

X < 0 0 0
0 <= x < 10 2 4
10 <=x < 20 3 6
20 <=x < 30 4 7,25
30 <=Xx < 40 6 10
40 <=x < 50 55 9
50 <= X < 60 5 8,5
60 <=x < 70 4,5 8
70 <= x < 80 4,25 7.5
80 <= x < 90 4 !
90 <= x < 100 35 6.5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %,
maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah

10.
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1. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

2.

-BUMN INFRASTRUKTUR 35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR 15

Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka
menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian
yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional

Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya
minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-
indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah.
Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi
digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan
telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih
dominan pada tahun yang bersangkutan.

Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing -masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan
penetapan skornya sebagai berikut :
Baik sekali (BS) :skor= 100% x Bobot indikator yang bersangkutan

Baik (B) :skor= 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
Cukup (C) :skor= 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
Kurang (K) :skor= 20% x Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :
Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi
kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).

Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah
menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan
sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).

Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan
sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan
mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.

Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal
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5. Mekanisme Penilaian

a.

Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh
RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada
pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.

Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk
PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek
operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot
masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri
BUMN untuk PERUM.

Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebuut, Komisaris/Dewan
Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional
yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.

Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri
BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk
tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan
usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.

Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas
BUMN vyang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib
menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut
masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

Mekanisme penetapan nilai

Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM
pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib
menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk
PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan
bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM
dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.

Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan
memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang
digunakan.

RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan
keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan
usulan Komisaris/Dewan Pengawas.
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Unsur-unsur yang

Indikator yang digunakan Bobot | Nilai Skor : .
dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada Turn Round Time (TRT),
pelanggan/ masyarakat. 15 B 12 Waiting Time (WT), dsb.
Peningkatan
2. Peningkatan kualitas SDM 10 C 5 Kesejahteraan, Kaderisasi
pimpinan, dsb.
Kepedulian manajemen
3. Research & Development 10 D 8 terhadap R&D, dsb.
Total 25 35
I1l. ASPEK ADMINISTRASI
1. Total Bobot
-BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
-BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya
Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti

pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

: Bobot
Indikator Infra Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan 3 3
2. Rancangan RKAP 3 3
3. Laporan Periodik 3 3
4. Kinerja PUKK 6 6
TOTAL 15 15

3. Metode Penilaian
a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham
untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak
tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
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Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku
perhitungan tahunan ditutup 3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku
perhitungan tahunan ditutup 2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan
tahunan ditutup 0

Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku
1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda
diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu
penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN
untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari
sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki
Skor
tahun anggaran yang bersangkutan
- 2 bulan atau lebih cepat 3
- kurang dari 2 bulan 0

Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda
diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT

"A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

Contoh 2
Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda
diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT

"A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.
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C. Laporan Periodik

Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang
Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya periode laporan.

Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari 3
0< x < =30 hari 2
0< x < =60 hari 1
< 60 hari 0

Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember
untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk
PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan Berakhir Periode Tanggal diterima
I 31/3 199x 5/5 199x
Il 30/5 199x 15/7 199x
11 30/9 199x 31/10 199x.
\Y% 31/12 199x 10/2 199x+1

Perhitungan jumlah hari keterlambatan

e Triwulan | 4
e Triwulan Il 0
e Triwulan Il 0
e Triwulan IV 9

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) Laporan pelaksanaan RKAP
2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
5) Laporan pelaksanaan PUKK
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d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
(PUKK) - Indikator yang dinilai
. Bobot
Indikator Infra Non Infra
1. Efektivitas penyaluran 3 3
2. Tingkat kolektibilitas 3 3
pengembalian Pinjaman
TOTAL 6 6
- Metode penilaian masing-masing indikator.
d.1. Efektivitas penyaluran dana.
Rumus : Jumlah dana yang disalurkan X 100%
Jumlah dana yang tersedia
Definisi :

Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang

bersangkutan yang terdiri atas:

+ Saldo awal

* Pengembalian pinjaman

»  Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan
(termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)

» Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil

dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan

pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin

pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan 85s.d. 80 s.d.
Skor 3 2 1 0

Contoh perhitungan :
Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar
Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba

selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

Jumlah

Rp.10.000
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Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :
- Pinjaman Rp. 8.500

- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = 9.500/10.000 x 100%
Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.
Rumus : Rata-rata tertimbang Kolektibilitas pinjaman PUKK x 100%
Jumlah pinjaman yang disalurkan

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot
kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas
sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing
tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Lancar 100 %
Kurang lancar 75 %
Ragu-ragu 25%
Macet 0%

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan
Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian 40 s.d. 10 s.d.
Skor 3 2 1 0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku
1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet =

100

Jumlah 3.000
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Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar 1.500 x 100 % = 1.500
- Kurang lancar 500 x 75% = 375
- Ragu-ragu 800 x 25% = 225
- Macet 100 x 0% = 0
Jumlah rata-rata tertimbang 2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah  2.100 x 100 % =70 %

3000
Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas
pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan
proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut stanar Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua)
tahun apabila:

a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum
mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;

b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9
bulan.

2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat
kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca,
Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan
perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan
di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.
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CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR

UNSUR-UNSUR YANG
DIJADIKAN

CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-
UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN

UNSUR-UNSUR

PERTIMBANGAN SBEUKL_/I[‘I(\I)é{ YANG DAPAT
DIPERTIMBANGKAN
(O] () 3 Q)]

1. Pelayanan Perbaikan kualitas  sarana &|Pelabuhan Turn Round Time (TRT),
kepada prasarana untuk Berthing Time (BT), Waiting
Pelanggan/ kepentingan/kepuasan Time (WT), dsb
Masyarakat pelanggan.

Ketersediaan pelayanan purna
jual (after sales service)
Perbaikan mutu produk.
Pengembangan
distribusi.

jalur]

Pengairan (PERUM
Otorita Jatiluhur dan
PERUM Jasa Tirta)

Pemenuhan supply air kepada
PDAM/industri pengendalian
banjir, pengendalian daerah
serapan sungai.

Pelayanan gangguan/troubles. [PLN Frekuensi pemadaman, lama
Penyederhanaan birokrasi| rata-rata pemadaman,
yang menguntungkan  bagi kecepatan pelayanan|
pelanggan. gangguan.
Kecepatan pelayanan.
Guidance yang jelas  bagi|Jalan Tol Kualitas jalan, indikatos
pelanggan. traffic sign.
Peningkatan fasilitas| Garuda/MNA On time performance.
keselamatan bagi  pelanggan|Bandara Kebersihan terminal
/pemakai jasa. Bandara.

2. Efisiensi Peningkatan utilisasi faktor- [Perkebunan Rendemen,  produksi  pef

produksi dan faktor produksi/assets idle. hektar, dsb.

produktivitas

Peningkatan rendemen.
Peningkatan produktivitas per
satuan faktor produksi.

Pengurangan susut/loses, baik
susut teknis, susut  distribusi,|
maupun susut karena faktor
lainnya.

Peningkatan nilai men-hour.
Peningkatan jam jalan rata-
rata mesin (dalam batas-batas

Kereta Api/pelayaran
/penerbangan

PLN

Pengairan (PERUM
Otorita Jatiluhur dan
PERUM Jasa Tirta)
Konsultan
Pertambangan

toleransi).

Load factor penumpang dan|
barang, penumpang-kui-ton,
dsb.

Susut teknis, susut distribusi,|
dsb.

Pelaksanaan kegiatan operasi
dan pemeliharaan (O & P)
Men-hour terjual, dsb.
Jam jalan  kapal
excavator, dsb.

keruk|

. KEP-100/MBU/2002
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3. Pemeliharaan Kewajiban melakukan|Perkebunan Kepatuhan terhadap  aturan|
kontinuitas pemeliharaan  sarana dan penyadapan karet, regenerasi
produksi. prasarana  produksi  sesuai tanaman tidak produktif.

persyaratan standar. Pemeliharaan fasilitas
Eksplorasi ~ SDA dengan|Pelabuhan dermaga, pengerukan aluy
orientasi jangka panjang. /kolam, dsb.

Pelaksanaan checking  rutin|Transportasi Pemeliharaan sarana
terhadap fasilitas-fasilitas transportasi Bus, kereta api,
umum. kapal atau pesawat.
Kepatuhan pengoperasian

peralatan sesuai dengan batas

kapasitas yang

direkomendasikan.

Replacement  sarana dan

prasarana yang sudah tidak

produktif.

4. Inovasi produk | Kreativitas dalam|Kontraktor Hak patent, hak  cipta,|

baru meningkatkan kualitas produk temuan metode  konstruksi
sesuai  dengan kebutuhan baru, dsb.
pelanggan.
Penciptaan produk-produk|Industri kimia dasar Konservasi  energi, produk-
baru produk baru yang prospektif,
Peningkatan penguasaan dsb.
teknologi.

5. Peningkatan Mutu diklat. Berlaku umum untuk | Penyelenggaraan diklat sesuai
kualitas SDM Penyelenggaraan pendidikan{semua sektor kebutuhan.

formal dan informal sesuai
kebutuhan (dalam negeri dan
luar negeri)

Kaderisasi pimpinan.
Peningkatan kesejahteraan
Kepedulian manajemen)

terthadap R & D.

6. Research & Pengembangan metode baru|Berlaku umum untuk| Kepedulian manajemen|
Development yang prospektif. semua sektor terthadap R & D.

R & D). Hasil riset yang bermanfaat.
Perhatian perusahaan
terhadap R & D.

7. Hasil Pencapaian sasaran. Betlaku umum untuk | Pencapaian sasaran, efisiensi
pelaksanaan Efisiensi  dalam mencapai|semua sektor dalam pencapaian sasaran.
penugasan sasaran.

Pemerintah. Perhatian manajemen
terhadap keberhasilan

penugasan.

. KEP-100/MBU/2002
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8. Kepedulian Kebersihan lingkungan. Berlaku umum untuk | Kebersihan lingkungan kerja.
terhadap semua sektor Reboisasi, AMDAL.
lingkungan. Pelaksanaan AMDAL. Kehutanan Reklamasidaeraheks
Reklamasi. Pertambangan tambang, AMDAL.
Estate regulation. Industri manufaktur | AMDAL.

Kawasan Industri

Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

LAKSAMANA SUKARDI
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SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : PER — 01 /MIBU/2011
TENTANG

PERNRRARRAN AARAKKEDORAERREAAAANN XNSGBBMK
(GOOD CORRORWITEGIRARNANOHY PERRXBXIIAN USAHA

PADA BADAIN [BSSNHAARIAIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menifearighbang : a. liatiwa dalkom nangha penenapam tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corparaipdzaxeianee)qiela)) ditetafkaraplepuiisgmivtentdvicBtdv RUNMNAX doepr
117/NE-d BU72BOM Biitz02 Yhngei 2002ulieftit) tBenerapRendagkiekPradek
CorparateiGavermanes paca Bacan jddahd Adilik Nelyals[{ BNHY)ra (BUMN);

b.

bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan
terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan perkembangan
dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih
meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate
Governance), perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri
BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;

Menghigagingat : 1. UdddagdJddadng gNeomorl 99 Thitwmn 20033 tentengg Bedikm Usathe Milik Negara
(Lembbranbaxegarée gRep iapkib likd dnésiee sibaHlahu2 (D30 3NNmaor 70), Tambahan
LembBeanbyegans &epati dphddnbsin Naimdk d29¢)4297);

2,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan
Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan
Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badam Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305));

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lemibaran Negara
Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4556);

Peraturan PPasisideriN dduondi7 Bahufia2000 206shgtPetmbenikarbdatukan dan
Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN: .. 5?//2
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2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PHRRAIRAMMEMYNMRIRNNESRRABBABAN USHNHA MILIEK NEGARA

TENTANG PENERAPAN TATA KELOILA PERIBAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVHINWNUEY) PPATM BNDAN USAHA MILIK
NEGARA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut
GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan negara yang dipisahkarn.

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan
utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

5. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
6. Organ Perum adalah Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi.
7. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku

pemegang saham pada Persero dan sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangain.

Pemangku Kepentingan (Staketioltiérs)) adbikth pitreiyitialik yengeierkepentingzmdéagamBRINVAN
karena mempuyai hubungan hukunmn dengan BUMN.

Bagiam Keehiaa .. /3
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Bagian Kedua
Keavegjlivan BUMN Menerapicam GEEs

Pasal 2

(1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku
serta anggaran dasar BUMN.

(2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun
GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual,
sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan
penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan
pedoman perilaku etika (code of condiuct).

BABII
PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1.

Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan;

Akuntabilitas (Gecoumtadblityy) yaititkejelipdanafuniysigpelakdaiaanadan gentapggangpweiewaban
Organ sehingga pengelolaan perusahaan terfaksana secara efiektiff;

Pertanggungjawaban (resppnsibiflify), yaitaikesdstaiamdirdatim ¢eagel gleagqledasahaparusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yamg Sefhat:;

Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat:;,

Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku

Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:
1. meagoppiinaikiannlaiaB BUNByaeperpsahaahamemikikiilayadaingspang kaalg Haikisebark secara

nasional maugum inbéenagidoah] selvinggza anapupmempertattahkalkeechdaadmyrngan dvdupidup
berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;

2. mendorong4/Y4
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2. mendorong pemgeioibam BRI NVRNsecarap rofekianak e fifisitrdadaefaktikt serierme mberbaydkerkan
fungsi dan meningkatkan kemanditian Organ Persero/Orgamn Pettunn;;

3. mendonomg aggrO QarmBe Rerotor(ary fer therdal ada lmembuat keptitisamteramelajal ankajalankan
tindakan dilémdassinitalanarabrydngaingdimzg kdpatuhgratetivadae edigrapepeturaangerundang-
undangan, serttakksaddranakanadadya yanggungjawidveabi aloSialVBLibfhadepHRdaaigkmangku
Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekltar BUIMN

4. meningkatkan kontribusi BUMIN daiznm petekonomniia

5. meningkatkan iklim yamng komdiusiif hagi petike

BAB Il
PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 5

(1) HakapegmeaganmsabamipépeitiK it adad ylapgniyahasidi ldildodgngantaratailnadatiiah:

a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham
Persero, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk
mengeluarkan satu suara;

b. mengambil keputusan tettinggi pada Petunn, kihusus bagi pemillitk modeall Penunm;

memperoleh informasi maiterial mengenai BUMN, secara tepait walkt, tenulkur, deam teraur;

d. menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang
saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding
dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;

e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undamngz

(2) Pd?nagwgaﬁahmyalygm@manmwrmmainlﬁ)nfﬁaﬁamﬁgan@Sagaﬁulmﬂalahdpwhegen@gang

saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud paca ayat: (1).

53) H&kaReRwgeng§alttahsebaghirpanadimaksudcpadarayat @bl uarf hudend hioenlfkly berlaku
sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengaiut persenosam tenthatas.

BRagjion Kedliza
Rapepalnmum Pemeaggays Sadm (RIS S)
Pasal 6

(1) Sé&etppepegargsgharhberhdicrheinperalebepelyelasenjEagkap ldaghnfordasi akimabberkekaert
terigampeni@ieaggarageRigRSradinaRadiaRydi antaranya:

a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam
agenda RRIPSS tetenasadakisubyhngpd gedoamakaraloleh @etekblivaksik didjkkah dakan RialRS)
fdigsn Ketepauakeapabiba infatmasiinérsems delsabuerbedionsdatsdilek deanngd apakggilzna
patggiRidRSitaka R iAo rmaki dafvatassusiaalmal itisianssidite diaken disddinkom Rbrendan
sehstunaiR k4PSIdiseRbdFartikalgnggarakan;

b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas daniatau tunjangan lain bagi
setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium,
fasilitas, daniatau tunjangamn lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenail [aporzm Tathomemny;

c. infoimasi...75
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c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang
direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka
Panjang (RJP) dan Rencana Ketja dan Anggaran Perusaihaain (RKAP);

d. informasi kevangam maupum hel-hell lnmya yang memyanghluitFdesstooywngeddinuad dddam
Laporan Tahunan dan Lapotan Keuangan;

e. penjelasan [emghayp ddani nfdimasisyarmn gkaicat-anengegenhalHadihedngaoer Kadthaidemghmgan
agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS betlangsumg;

RUPS dalam meattaagasnaal desdiibérhdlananggmbibitcpepusasase papfar gree mem e fegargpng
Saham hadir dan/atau diwakili dalamn RUPS dan menyetujui tamibahan maia acata RUPS.

Keputusan atas nnataaacata dambdidmaebabagananandi riaksikd phdadyaby(2), (Bmbahsstdjsetujui
dengan suara bulat.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya
memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan
keputusan RUPS.

Risalah RUPS sstiagzannamand ithakkydpacalayata j4yajihj thtaidatdaganiaolieb et kaefRb RS TPS
dan paling sedikit 1 (3aitu) Pemegang Sahainn yang ditumjulk dati dam oleth peserte: RUPS.

Tanda tamgem setiageinmamnasd ivakudpadal ayay (6 ) idaki alisyasgticarkapabilahiisa kibaRB FSUPS
tersebut dibuat dengan akia Notaris.

Setiap pemegang saham berthak untuk memperoleh salinan tisalah RUPS.

Pasal 7

Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat Semua pemegang
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang
dimaksud.

Keputusan pemegzngesaidnmsebabapmanardindaksidpddpadat(tdr nie)npunyapkekaiataskuatan
hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secata fisilk.

Bagian Ketiga
Nitartemii Sellaku Pemilik Modall Bncuom
Pasal 8

Dalam mengusulkamsessatitidialntuktudipdipskaskate o \Mendrin it K3id&siatianaemai ewan
Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Menitefi.

Dalam rangka pengambilan keputusan, Menteri selaku pemilik modal berhak meminta
penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan
hal yang akan diputuskain.

Setiap kepuitisam Niéeteer sekallalypgranhili kn adadiadt st ssiatuarsulen RirdRsiettain/dtau dewBewan
Pengawas, dilakukan secara teifulis. '

Bagian Keempat.../6
Hatyr?
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Bagian Keempat
BatokkKegputusan Pemegang Sahamy/Amiliki\Mbadhl

Pasal 9

(1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Menteri
selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk
surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai
Keputusan RUPS/Menteri.

(2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan
keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas.

Bagian Kelima
Pretdéuran Setara Kepada Pemegzngg Shianm

Pasal 10

Pemegang saiiienm yemgemeridikiksabamrdedgapdd aklfiddégiagangpsamsaharub adipedaieitakidetar actara
(equal treatment).

Bagian Keenam
AXiunrtpdiiliites Pemegang Saham/PemillikNtbadal

Pasal 11
Pemegang satiemiAdmillikMddalanetaltsbnakakiaB C@¥esuaisdengdengewenamguangarggutangung
pwalimye.

BAB IV
DBVASN IKQMIISARIS/DEWAN PENNSAAMASS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 12

(1) Dalam meleldaaaidatugaspysyyRewie WaomisvisiSeush Pengavisigawsisnematnshimematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

(2) Dewan Komisaris’/Dewan Pengawas bertanggung jawab dam berwemang melakukan
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai
BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.

o BN e sl e 2 Al

2?3) Eengawasan an pemberjan nasjhat sebagaimana dimaksud pada ayat 2?, dilakukan untuk
g@uk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
(4) Dewan...17
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(4) Dewan KamissaiséD2evemnP éhgayvasaimnemibobtipe mbadiapitugdsiyas gydiatudalair nodedkanereka
senditi.

(5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang talk tietpisaikaim daini FRECARP..

(6) Dewan Komisztis/Deweam Fangawvesswejibbneaysanppilthan dppranetuatag flgasasepeayaasasan
yang telah dilakukan sellznna tathum bk yamg bertu lanmpeun kepedt RUPS/Mentenii.

(7) Dewan KornissaiséDeevannP dygawaskhamsimemantantdan daemastikast hamvbaBG6 8laly telah
diterapkan secara efektif dam bhetkelamjuizm.

(8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas hams memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan
BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan
dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta
honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterinna dari BUMIN yamng betsangikuizmn.

(9) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan
sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain,
termasuk setiap perubahannya.

(10) Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Komposisi

Pasal 13

(1) Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen)
merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam
keputusan pengangkatannya.

(2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(3) Yang diimakksddedgapanggotg @ewake aom iKansiRewdd Reagabesdadepeldelz pcladzn andgbita
Breygara KDrewsanis/Rewasnrefyamas \Renpdidak ryengilikilduburgailikeudndamgkepdngumsan,
kepemilikesansaliarpeniahilatau sabbungdanketuarhaboepgan lelggoga Hewam Korpisdrs/Dewan
Rengiswes [Biewya, Reggotadileksiya aag pembiaigisatanapan gendeliatgusabbumgamgendai
BaMiNbwagen GergangK3taNNypmge tHepstngherapeygag iapke mamypanyauhintmapeptindzk
indefebdemdak independen.

(4) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen bagi BUMN
tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMN yang bersangkutan dan/atau regulasi di
bidang pasar modal.

Bagiam Kattiga. /88
A
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Bagian Ketiga
ReagpatiDevwan Komisaris/Dewam Bsngzavess

Pasal 14

Rapat DPwanaik okusaissiDean Renfangswarusidindakdiaskdan beekata, sbkiralg - lkealamgmyga
selcaligialansdetiapdaldan, sisiagalanargpdbterdebub Depsn tioatisariDewak Bemgana$ddapat
mangurdadgpatrekshgundang Direksi.

Dewan K8hisdsisiB@eanaBendangatams hanstapkandsipltertib Rtpat t©diban Rapat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.

Setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas hams dibuatkan risalah rapat yang memuat
pendapat-pendapat yang berkemibang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun
yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan
Fapat, serta alasan ketidalkihadiiiam anggota Dewan Komisatis/Dewam Pemgewas;, apatbils ada.

Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam
Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.

Risalah astiidatirdetiap fpafat e womiSarisiasw/areRengaivagzhams disiopahi e UMK
POy N\bersapgkidiaangiananhadis hiersediarsedita bdamditaintaleblelsesispap angggtda Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dain Diteksi.

Jumlah rapaitDEwarmK oisaiistDéivenwendangsvdan flimlgiukéhbdirehaasimgrmaasiggmasing
anggota Dewan Kormisatis/Dewan Pengawas hams dimuei delzm [Lagenam Tatumem BUMIN.

Bagian Keempat
PRexilddian IDewvan Komisaris/Dewam Bdnggavess

Pasal 15

RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
yang bersangkutan.

Indikator AanoapsaamKidierds mendpakakark utanrpanjeidiaaias kebekabtldmpiiak jacladndngas
tlagnstangouimg gjavgain web gangsanasdand pepheibanianasisahao leleh Dvvesn Komisaris/Dewan
Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar:

Dewan Komisairis/Dexwam Angawassvegjbbneayganppiikan dppraniriviwlalarapgrkembergeran
realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Sahanm/Menteti.

Bagian Kelima
DIhfibermadiwntuk Dewan Komisarnis/DeveamPReggasas

Pasal 16

Direksi wayitjimemastilsatilegar iafermasifmengsnairBddhbdapBldyidroletafpdéwatiperoleh  Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat wakiu, terukur dan lengikap.

Bagian Kasnem../99
Y74
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Bagian Keenam

laavargyan Miengambil Keuntungzm Hhridaaid i
Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai
benturan kepentingan (conffict off iméresty)ddan mengamibill Ketinttingzam pritizdii, darii pengambilan
keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketujulh
OpggantRentivkumg Dewan Komisaris/DevamPReggarsas

Pasal 18

(1) Orgarapgnchiduing D é@vanals dboisasts/DdnanahcePeayvasate teiddidadiri:
a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
b. Komite Audit;

c. Komite Lainnya, jika dipetiulkam.

(2) KEmntéte ainnyaysebsgaimeanaadimdiksiudkpadaraybt @)atucly dydendind,dasidamdartideknierbafasnk
pathat{omiti PdmantaliPhManajemév Risikock dikted) dhoinast danniReatintrasR damkéoasijedan
RengémPanganmbsahan Usaha.

(3) S&wargngtatalehitbdngggtaokomita gebstaipmnad imbksakispadpaiat by uyufwbeasalrdsal dari
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) KéentnamlebibilanjufmengenenSekedtariatjddinitaifudiidianiiKoRdimitaibayasebagaagmnaana
dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V
DIREKSI

Bagian Kesatu
Thugyes diam Tanggung Jawalb Dinalssi

Pasal 19

(1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan
sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan
tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku

Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

(2) Salah ssarengzangggtatd iteksksii tdnju] e RhpRaDirte K3irsdiagsd ipegren gguag gawad daveatb
feherapanctappedan ataaGLErdGBUMNBANMMN srsag dleusangkutan.

3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya,
23)9&5&&% h%usddnmﬁﬂb%iga& oM Rsl- MANaecidentitas, pakeriaan-askesiaan puRRIAN
1ahatoR eWER Ko ﬁgkdnﬁmﬂﬁaammsa,a@ammnm&a@@ay ipeEsanasuplh
%gaa%%&a%%rw{ a(ﬁnge% UkamidakemDsatntauibRvks), (5apel dnferiakimaypuan/anal
dengap D ?1 KOH‘!é?{ﬂﬁéDeV&?a@l Pengenas). seyitngali. Hasiliask el atad4njapaan
&X&HSaHYE% P»QKL%M@E@{&@W RrtsAMAM Maliosan

Mﬂ&}ggjmangkutan untuk dimuat da aporan Tahunan BUMN.
(4) Direkst../4Q
i
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(4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutain dan pefusahaan
lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Kedua
Rencana Jangka Panjamg dbm
Rrencane Kerja dan Anggaram Psnussdizzanm

Pasal 20

(1) Dieksksvajily inenyiapkah ReReanadanbkezRanfanga (R IRN g angrupakarkencanacsirategisegis
yang memuat sasaran dam tujuamn yamng hendak dicapai dalam jangka walkiu 5 (linmne) tahium.
(2) RIRI$ebabapgmanarch ahakskeiphgadyal {1 ) bekokangakkamngnyasmenwuatiat:
a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya
b. posisi BUMN saat ini;
c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
d. penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerj jjangka patijamg.

(@) DMmKKrmaw&lE?ﬂudeﬁgagmammgk@mﬁadmend@ﬂb&akmlpdaﬂabmemm:ﬁﬂ RYyRngng
disiapkan Direksi sebelumn ditzndatangani bersama.

Pasal 21

(1) DiveksiswayibjrhenyiapkiapiRencReadderja HanAndgarahiRgrasaha®eRKAR) s€BA0AIP) sebagai
penjabaran tahunan dari RJP.

(2) RRKIARBacagatmana a iialksua padalaygta¢l)] Selcinang dkinangipys

misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program ketja/kegiatan;

anggaran pemmﬂmmmdinmmmmmmmmmmmm

proyeksi kevangan perusahaamn dam anak petusahaanmyar;

hal-hal lain yang memerukamn keputusan RUPS/Memnieiti.

(B) DowanrK BroinasisfE/EveavareRgayas mengkaikdindnenbenilaniken dapat apan geRAgRHAR K AP
yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

a o T p

Bagian Ketiga
Peppybieggzarean Daftar-Daftar dam Dakumeenobdbhkielekisi

Pasal 22

(1) Ukfokifnemeencinilsiayat akaktabibiiizakekeriovlakng adee it ddadimistissi ) iFiskiajisib:

a. metobataD dbtet Re Pegang BahdahabDg i Kiu dibuRisal i RUASRIAR RisalahRRsplath Rapat
Direksi,

b. mambbatt./111 1
A
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b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;,
c. memelihara sellinuth Dafifaar Risakdiahdatad dkeinencK ekiangag perpsahsdmdandiokdoiammen
lainnya,

d. menyimpan dii ternpaitkieddadikearpprusahbannsekinrduldaftdtarisatabaldofokmende kangagan
perusahaan, dan dokunnem [iinmya.

(2) Atasapepmohohanderticlisitiaridaemgeang SapafiahBrine Koirvlesn hekiritark epanlakepanbydigmegang
Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan
Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat
Uznangam Mengambil KeuntwingenFiitizalli

Pasal 23

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan
mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan
keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang salh.

Bagian Kdlima
Rapat Dirgdksi

Pasal 24

(1) Rapat Direksi iemssdiaadiieanseearad érdla aseklmargrdlnargryye sekalln Hatbriasetiep du lanan,
dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

(2) Direksi hams menetapkain tata textil> Rapait Direksi.

(3) Risalah Rapat Direksi hams dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-
pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak
mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), serta alasan ketidakhadiran anggota
Direksi, apabila ada.

(4) Setiap anggetadidoksikyerhbkrindnerimacsatinansekalah RapdhDirBkgiabailRiyakg, baik yang
bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tensetbui.

(5) Risalah ashi dari seftizagp Raypait Dinelksii hemss disimyyam elkih BUMRY yeng ersenghéateam.

(6) Laporan Tahunan BUMN Haxussnmeenuad | ymidhirapanDidekdisidatjuniabakekabladimam asirga g-
masing anggota Direksi.

Bagian Keenam

Manajemen Risilko ((Risk Marnagamart)

Pasal 25

(1) Direksi, ddddanmseskspapesangbitdnlkep litsan/sbrtkalakhan e pertimpangkbangdiko risiko
usaha.
(2) Direksi wajjibmeaembbagundatametaksiisakakar ogregnama majeragmrisi koskerpbragicsesaraccara
terpadu yang merupalkamn beagiam dari pelaksanaan progranm GCG.
(3) Pdtekdaswaaran/1212

#w)
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(3) P8lelcdanaanp ograrnmarnajejasren sikidkdalatad idalakkamnd elegegun:
a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; ataw

b. memberi penugasamkeppddainitikdrfajganararadandmievaie vmtuknien jalenjedankmydungsi
manajemen Fisiko.

(4) Dibdksksivajidjitnenyapzpajkdkdagapanprofib filanajemen ¢isiksi kianpenanyanzmmymer bensaamaan
dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System)

Pasal 26

(1) Direksi harus mengtaphkamsuatusisteemppageaddhizmi nteenny yag e felelifi itk knergemaricdan
investasi dan aset perusalhaan..

(2) Sistem pengendaliam intermssbbagiinanaaitnakéudpadalayay ()| antareataihame noakegkhpl et
selaghiabariketikut:
a. Lingklngaampergerdalidininieterdalalmgresahdemyayandithksasakakadeteagadisipliplidadan
terstruktur, yang terdiri dari:
1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
2) filosofi dan gaya manajemen;
3) cara yangglitimpyhumanajeajemeialatalanelaksdakkanakevvekamgamdgartadggutenggung
javedintypa;
4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
b. ppagkkjidariadrhdanpengelelabmnisikikusakahir iGk sdssassment)y yaitu Suatiaprgsessem tuktuk
mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevamn.

¢. akkitritaapepgepdatiaiayaityaiindakadakindakataitang dilakukiilakiakem sdatempresestu proses
pengendalian testtastigpkkgidtanmpgresatdampasadse ief din ghatidandani twaladabirnkitnuk tur
organisasi BYXUNIIN anteradalaimengepankie wenengagaotorisassasey ifikasik ask orditiasiliasi,
penilaian atas prestasi ketija, pembagiam tugas, dan keanmanam tenhedp asett penusathaam.

d. sisitaiminfdionasisilamk droomikdsisiyaitiatsustatprpsesgsepyajianaa jepamamengegeike fiateatan
operasional, fifiansislalsertattetaktanalan képatukepaierhanlapdcbretaparkptratusan peraturan
perundang-undangain olefh BUMIN.

e. mapiringgyaiaitprpsesesepitaiaiieteabagapuklitii sistestepe pgerdaldahi antente ey easuksuk
fungsi intecnadlaudid pagadetisgtitipgkiatedan whit datam datakiu stmjaursau@h,imml BUMN,
sehingga dapat dilaksanalkam secata optiimal.

Pasal 27

Direksl menyusun ketemniiuaim ywang mengatturmebani smeepatbgoramatéssddggaanppayjnmpaggampdda
BUMN yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan../13
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Bagiian Keatidigpan
Pengawasan [httamn

Pasal 28

(1) Dipekdisivayitjimanyejehggasakakapepgayvasasainierarn.

(2) PePgayvasasainientesebabapmanardi chakakepbgadayay {1 ) Dildkakakadgdgapan:
a. membentuk Satuan Pengawasan Intetn; dan
b. membuat Piagam Pengawasan Intetm.

(3) S&uaneAgaymasasdntdrmesebagdingana i akisudlpada ayat(2)yhur(®)e, dipifpin dilelrgearanigh
kepalagyhrgadiangkat dangliberhantikanletehiDirekitlr Disshaubdridasankar daskerismecicdainale
perusah gamdedigam pknsgtuy garBrjam KinmisarisiDaewaisAsnganwddengawas.

(4) Fungsgsiengayuasasainierssebabaipianarch chaksksupapacdyay 41 ),1adatetiah:

a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses
tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
perusahaan;

b. Pemeriksaan dam penilbizmatassetifignsivdare kekdififasdidii dadgnigckangagaopenasiasiakal,
sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya,
(5) Dipeksisivajidy imenyayypaikaidapbraorpal pkdaksanatundshpsh gewasaaiaterinsacare@erqatikiodik
kepada Dewan Komisaris/Dewain Pengawas.
(6) Dinaksksvajiy imengagagindanengayaludshkikliids fufigsppepgaymasanantenedi gepusalahnan.

Bagian Kesenbilam
Hungsii Sekretaris Perusdiaan

Pasal 29
(1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.

(2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan dengan mengangkat Seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan
sifat khusus.

(3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh
Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas.

(4) Fungsi sekretaris pefusahaan selbagaimana dimaksud pada ayat (1), adallafh::
a. memastikan lhathwe BRINVRNmamatuhhperatattante tdatgn pepsysyatandie terbirkadase jatgalan
dengan penerapan prinsip-prinsip GCG:;
b. memberikan infidomassiapgngibdibhkarkateholiie K3id&siDdaranheomisalisiDeésuais/Dewan
Pengawas secara betkala dan/aitau sewalkiu-waktu apalbila dimnimiay; ‘
¢. sebagai penghubung (liaisom officer); dan
d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas

pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan
Komisaris dan RUPS.

® Didglegisivajip necjaga e atnmengeaalahsisk balifas futuggi selaletarisipgresaiwdemn.
Bagian Kesgmulhih../14
o




(1)
2

®3)

(1)

2

)

“)

©)

MENTERI NEGARA
IBADAN USAHA MILIK NEGARA

-14-

Bagian Kesepuluh
Tatakelola Teknologi Informasi

Pasal 30

Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif.

Direksi wejiibmeryarapgikdaitagapangel pktaksamtata teedo keclelkmolelgiohfgrmasosecetia secara
periodik kepada Dewan Komisaitis/Deswan Pengawas.

Direksi wajjibmanjggaalaiamengayealudsiakiiMitastfsn fisniaiakalale keln odtbgblnfo rondeiciasi di
perusahaan.

BAB VI
AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 31

Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh
RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan
calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing
BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai
alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor
eksternal tersebut.

Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas,
Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (stakelolders).

BUMN harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh
auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang
kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMN dengan standar akuntansi
keuangan.

BAB VII
INFORMASI

Bagian Kesatu
Akses Informasi

Pasal 32

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi hams memastikan bahwa auditor eksternal, auditor
internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan
akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk
melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua.../15
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Bagian Kedua
Kardnzsiaan Informasii

Pasal 33

(1) KetemlhHisyayatkakatathriaketarttuangyeatramae perdadgagrdadgagaan ggagar aastasdanfandatau
peraturan pernsaiiesm aaditaoekskateatabuditditontamelndhn déonitenuiclitA selita kertatdkomite
lainnya jjiasadadharbisrmerahesibksinkaformésityany gipegolétpsentektusavelditsanakémksanakan
tugasnya.

(2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk
menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

(3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus
dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
perusahaan.

Bagian Ketiga
Ketierbukaan Informnasii
Pasal 34

BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat,, jelas dan obyektif,

Bagian Keempat
Kegrenililisan Informasi dan ItangibléeAtsets

Pasal 35

Informasi dan segala intangible asset;, tenmasuk hasil riset, tekmologi, dam hak atas kekayaan
intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan
yang harus dituangkan dalam perjanjian.

BAB VIII
KAESFHLAWKITAN DAN KESEMPATAWHREHRIPA
SSHRIMAPELESTARIAN LINGHURNGANN

Bagian Kesatu
K¢seblamdten Kerja dan Pelestariam ILinykdanggan

Pasal 36

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi
peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian
lingkungan.

Bagian Kadue ../166
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IBagiian Kedue
Kkasappatan Kerjg yznydSSmma

Pasal 37

(1) Direksi hams mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan
jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang
etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus

lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dani segala bemtuk tekanan
(pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar
belakang kebudayaan seseorang.

BAB IX
FHUBUNGAN DENGAN
PEEMANGRUKEPEN TINGASN(6YAKEBBODBRR.S)

Pasal 38

BUMN hams menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan
perundangan-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan,
pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN, dan Pemangku Kepentingan
lainnya.

Pasal 39

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB)
dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau

melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
E'HNAABBRSSAHA, ANTI KORIPBS DBAND DROANN ST

Pasal 40

(1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawam BUMN dilarang
memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu
yang berharga kepada atau dar pelanggan atau seorang pejabat Pemenintah untuk
mempengaruhl atau sebagai mmbalarm atas apa yang telah dilakukannya damn tindakan lainnya,
sesuai ketentuan peraturam petumdang-undanga

(2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian
insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka
kepentingan perusahaamn.

(3) BUMN wajith mesniduiad ssatupgcioimarate iatan gepilaikaketikti e ot dé cohdertsanypeglpada
dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 41.../0177
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Pasal 41

(1) Direksi wajib menandatangani Pakia Integritas untuk tindakan tramsalksiomnell yamg: memeiulkan
persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Menteri.

(2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN
yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

BUMN dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amall atzuw tujuen sosial sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PROGRAM PENGENALAN BUMN

Pasal 43

(1) KepgsalanggatoobeWawiionisaris/Deviidawen gBerasatens adggotan BirgksiDjanksi i gngleatdimigkat
pertdmapkalinya Viajiin dibevikgib priipeaitpengengtammergerainBld MheygagderBddlykiitaryang
bersangkutan.

(2) Tanggunmjawahantuktniengadakatalprogpangpangeralaatersebttrbebadatpadd Sqkadtaiskretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris petusathaam.

(3) Pregrararpangenadatamehigdigiti:
a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG olefn BUMN;
b. gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja

keuangan dan operasi, stralegl rencana usaha Jangka pendek dan jangka panjang, posisi
kompetitif, risiko dan masalah-masalal

c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yamng didelegasilkam, audiit internsd] dbm ekstennedl,
sistem dan kebijakan pengendaliian intetnal, termasuk Komnnite At

d, kktaranggammenrgenaidugasadadaiangopggnavialy dbeldew o KisaiisiideWanBariavgasidandan
Direksi serta hal-hal yang tidak dipetibolehkan.

(4) Piagrammepgepalarian NN pddher bearesprdasit peitgratam bamj kngindgpekesaraasatiaan
pangkajidmfiakudoématan ptegrarodeinnyaiyang diangdamsasiaisdengiaddadv B Uimidhdimana
program tersebut dilaksanakan.

BAB XIlI
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 44

(1) BEMMNvajilitnekdklikkappageikaramtesiadap penerapan GCG didtamtizeniikk:

a. ppanlididan(ésssssmeaty ygitituppogpmemuntukimeegiddetifikibsispglkeldaaamauGCG G idB BN
melalui pengukuran pellaksanaan dam penerapan GG dii BUNMRY yengediibdssmakemseozrea
berkala setiap 2 (dua) tahun;

b. evahiaaki./18 8
V.7




)
©)

(4)

®)

(6)
@)

®)

(1)

2

3)

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA:

-18-

b. exalliesii (Peviaw), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan
penerapan GCG di BUMN vyang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan
tindak lanjut atas rekomendasi petbaikan.

Sebelum patbissmammperilaiaiaselehapgnanardimbksaidspddpayat ¢¥phu(iyf dudidabuldidahului
dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan.

Pelaksanaan penilaian pada primsipmya dillakukan olefh pemilkii (@ssessor) independen yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan
pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta

bantuan Direksi dalam proses pemumjulkammya.

Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan
jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan
oleh Direksi melalui penunjukan langsung.

Pelaksanaan evaluasi pada prmsnpnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (self
assessment), wang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan
(asistensi) oleh penilai mdependen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang
berkompeten di bidang GCG.

Pelaksanaan penilaiam dem evalliesiidibkdukemdbngs:
ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.

Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa
Instansi Admetiniaihyaag dHeblokapetencdi biddndB¢ GGlakanpekilai pedelpendetheptaudbnstatsi
Remerintdreyangnmadlakakan evdhlasksidakwddpasimedjddi gepilaipadaatihyrebedikupaya. tahun
berikutnya.

Sebelum melaksanakan pehilatan penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
menandatangani perjanjianikesepakaiian kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang
sekurang-kurangnya neeibahhakalarl kewajibajitmasingsinasing ihakp ileikasuknjangkajarakita
darkhiajenpelaksandaiisanaan.

Has aslkaraat oSl SR RS i g deneer

neaggeimakiaan ndddetooigpeanmatéerysagg

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Pemberlakuan Peraturan Menteri ini terhadap Persero yang tidak semua sahammnya dimiliki
oleh Negara, dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas
yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan BUMN, sepanjang hal
tersebut disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMN dimaksud.

Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang
sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan
oleh BUMN.

(4) Bangil1919
L]
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(4) Bagi BUMN yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan go
public, maka segala ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berdaku sepanjang tidak
bertentangan dengan petaturan petundang-undangan di bidang Pasai Modal;,

(5) Bagi BUMIN yaaggérgeratalpapadelkskedrttertentanRerteramsie Néeniotbéniakerdepanapgnjang
tidak diatur lain dalam peraturan di sektor teesebut.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Keputusan Menteri Badbm UsskizaNillilkkNdggeadNgmarirKER{E-17/MVMEBI2000) Panggad A131uliuli
2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

2. Surat Edaran Nomor : SE-14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 01 Agustus 2011

IMETNTTER INNGCE AR08
BADAN USAHA MILIKKNNEAG0A
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